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MOTTO 

 

ي حفظ اللسان
 
 سلامة الإنسان ف

 
"Keselamatan Manusia Tergantung Pada Kemampuannya Menjaga Lisan."  

(H.R. Al-Bukhari). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama 

Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 

sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku 

dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. 

Banyak  pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun 

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam 

buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS 

Fellow 1992. 

A. Konsonan  

 Tidak dilambangkan   =        ا

 B   =      ب

 T   =      ت

 Ta   =      ث

 J   =      ج

 dl   =    ض

 th   =      ط

 dh   =      ظ

 (mengahadap ke atas) ‘   =      ع

 gh   =      غ
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 H  =      ح

 Kh   =      خ

 D   =       د

 Dz   =       ذ

 R   =      ر

 Z   =      ز

 S   =     س

 Sy   =     ش

 Sh   =    ص

 f   =     ف

 q   =     ق

 k   =     ك

 l   =     ل

 m   =      م

 n   =     ن

 w   =     و

 h   =     ه

 y   =   ي

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 

awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk 

penggantian lambang ع. 

B. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal Panjang Diftong 

a = fathah 

i = kasrah 

u = dlommah 

Â 

î 

û 

 menjadi qâla  قال

 menjadi qîla  قيل

 menjadi dûna  دون
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Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ 

î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah 

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong Contoh 

aw = و 

ay = ي 

 menjadi qawlun  قول

 menjadi khayrun  خير

 

C. Ta’marbûthah )ة( 

Ta’ marbûthah ( ة(ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya -menjadi al الرسلة اللمدرسة

risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari 

susunan mudlaf  dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan menggunakan 

“t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya الله في رحمة menjadi fi 

rahmatillâh 

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” )ال(dalam lafadh jalâlah yag erada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut : 
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1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……………………… 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ………….. 

3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun 

4. Billâh ‘azza wa jalla 

E. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh :  شيء -     syai’un  أمرت   -  umirtu 

النون    -    an-nau’un  ونتأخذ    -ta’khudzûna 

F. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim  atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga 

dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh :  وان الله لهو خير الرازقين  -   wa innalillâha lahuwa khairar-râziqȋn. 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya. 
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Contoh :  وما محمد الآ رسول =  wa maâ Muhammadun illâ Rasûl 

 inna Awwala baitin wu dli’a linnâsi  =ان اول بيت وضع للدرس

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak 

dipergunakan. 

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarȋb 

 lillâhi al-amru jamȋ’an  =  الله الامرجميعا 

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.  
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ABSTRAK 

 

Ahmad Bahrudin Hidayatullah, 15220065, Fitur Pembayaran Pada Aplikasi 

Olpedia Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Fatwa MUI NO: 75/DSN 

MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang 

Syariah (PLBS). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas 

Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Pembimbing: Ali Hamdan, M.A., Ph.D 

 

Kata Kunci: Fitur Pembayaran, Aplikasi Olpedia, Multi Level Marketing (MLM), 

UU ITE, Fatwa MUI . 

  

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang kian meluas 

diwarnai dengan digitalisasi memberikan dampak yang signifikan dalam sektor 

perekonomian. Perluasan sektor digital mendorong pertumbuhan ekonomi 

termasuk pada bidang Multi Level Marketing yang saat ini dapat dilakukan secara 

elektronik yang terdapat pada aplikasi Olpedia. Namun, citra bisnis MLM tersebut 

saat ini dapat dikatakan tidak cukup baik di kalangan masyarakat karena adanya 

kasus-kasus penipuan berkedok bisnis MLM dan Aplikasi Olpedia merupakan 

Aplikasi yang masih baru di dunia ekonomi digital yang didalam nya banyak fitur 

yang menarik dan cukup dikenal dikalangan masyarakat. 

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana 

fitur pembayaran pada aplikasi Olpedia? 2) Bagaimana sistem bisnis Multi Level 

Marketing pada fitur aplikasi Olpedia di PT. Olpedia Global Teknologi ditinjau dari 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan Faftwa MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman 

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)?. Penelitian ini tergolong ke dalam 

jenis penelitian normatif (library research). Jenis pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan 

hukum yang digunakan yaitu UU ITE, Fatwa MUI, dan beberapa literatur lainnya. 

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan dokumentasi kemudian 

diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis bahan hukum 

menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fitur pembayaran pada aplikasi 

Olpedia yang menggunakan transaksi elektronik telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada 

Pasal 17 sampai dengan 20, dan terkait sistem Multi Level Marketing yang 

digunakan pada aplikasi tersebut tidak mengandung kegiatan money game, tidak 

ada ighra’, gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat, tidak ada kenaikan biaya 

yang berlebihan, tidak ada komisi atau bonus secara pasif serta tidak ada eksploitasi 

dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota yang tercantum dalam 

Fatwa MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung 

Berjenjang Syariah (PLBS). 
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ABSTRACT 

 

Ahmad Bahrudin Hidayatullah, 15220065, Payment Features in the Olpedia 

Application in terms of Act Number 11 of 2008 About Information and 

Electronic Transactions and DSN-MUI Fatwa NO: 75/DSN 

MUI/VII/2009 About Guidelines for Sharia Tiered Direct Selling 

(PLBS). Undergraduate Thesis, Department of Shariah Economic Law, 

Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Supervising: Ali Hamdan, M.A., Ph.D 

 

Kata Kunci: Payment Features, Olpedia Application, Multi Level Marketing 

(MLM), Act ITE, DSN-Fatwa MUI . 

  

The utilization of information and communication technology marked by 

digitalization had a significant impact on the economic sector. The expansion of the 

digital sector encourages economic growth, including in the field of Multi Level 

Marketing, which can now be done electronically on the Olpedia application. 

However, the current image of the MLM business can be said not good enough 

among the societies because there are cases of fraud under the guise of an MLM 

business and the Olpedia Application is an application that is still new in the world 

of the digital economy which is currently known by the wide societies. 

In this research, there are two research problems, namely: 1) How is the 

payment feature on the Olpedia application? 2) How is the Multi Level Marketing 

business system on the Olpedia application feature at PT. Olpedia Global 

Technology in terms of Act Number 11 of 2008 about Information and Electronic 

Transactions and DSN-MUI Faftwa No: 75/DSN MUI/VII/2009 about Guidelines 

for Sharia Tiered Direct Selling (PLBS)? This research is classified as normative 

research (library research). This research uses statutory approach. The legal 

materials used are UU ITE, Fatwa MUI, and some other literature. The technique 

of collecting legal materials used is documentation then re-checked for validity and 

reliability. The technique of analyzing legal materials used is descriptive-qualitative 

analysis. 

The results of this research indicate that the payment feature on the Olpedia 

application that uses electronic transactions is in accordance to Act Number 11 of 

2008 concerning Information and Electronic Transactions in Articles 17 to 20, and 

related to the Multi Level Marketing system used in the application does not contain 

activities money game, there is no ighra', gharar, maysir, usury, dharar, dzulm, 

immorality, no excessive cost increases, no passive commissions or bonuses and no 

exploitation and injustice in the distribution of bonuses between members which 

mentioned in the DSN-MUI Fatwa NO: 75/DSN MUI/VII/2009 concerning 

Guidelines for Sharia Tiered Direct Selling (PLBS).  
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 مستخلص البحث

( فى Olpediaخاصية الدفع  باستمارة أولبيديا ), 15220065أحمد بحر الدين هداية الله, 

عن المعلومات و المعاملة الإليكترانية و  2008السنة  11دراسة القوانين النمرة 

عن  DSN/MUI/VII/2009/75( النمرة: MUIالفتوى مجلس العلماء الإندونسيا )

دراسة  قسم. بحث جامعي. (PLBSقواعد التجارة بالمباشرة و المتدرجة الشرعية )

القانون الإقتصادي الشرعيّ, كلية الشريعة, بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية 

 الحكومية مالانج. المشرف: الدوكتورعلي حمدان, الماجستير.

 

(, قوانين MLM: خاصية الدفع, استمارة أولبيديا, التسويق المتعدد المستويات )الكلمة الرئيسية

 ترانية, فتوى مجلس العلماء الإندونسيا.المعلومات و المعاملة الإليك

كان انتفاع التكنولوجي المعلوماتية و الاتصّالية يتوسع بسرعة و يلون بالإليكترانية يأثر 

القطاع الإقتصادي هاما. هذا التوسيع يشجّع كثيرا فى تطوير الإقتصاد و فيه التسويق المتعدد 
ى أولبيديا. لكن صورة عملية التسويق المتعدد المستويات الذي تنفد بالشبكة الدولية الموجودة ف

المستويات لم تكن جيدة من بين المجتمع, لأن ظهور المشكلات عمّا تتعلق بالاحتيال على صور 

التسويق المتعدد المستويات. أولبيديا هي استمارة جديدة فى عصر الإقتصاد الإليكترونية المعلوم 

 بالمجتمع واسعا.

( كيف 2( كيف خاصية الدفع  باستمارة أولبيديا؟ 1ا المشكلتين: فى هذا البحث, فيه صياغ

 PT. Olpedia Globalنظام العمل بالتسويق المتعدد المستويات فى استمارة أولبيديا لكيان التجاري 

Teknologi   عن المعلومات و المعاملة الإليكترانية و  2008السنة  11من دراسة القوانين النمرة
عن قواعد التجارة  DSN/MUI/VII/2009/75النمرة:  (MUI)اء الإندونسيا الفتوى مجلس العلم

استخدم الباحث بحثا مكتبية. و مقاربة التي استخدمه  (؟PLBS)بالمباشرة و المتدرجة الشرعية 

نهج النظام الأساسي, مجموع فتوى مجلس العلماء الإندونسيا, و الكتب الأخري. طريقة جمع 

 بعده صلاحه و موثقه. و طريقة تحليل مجموع الأحكم نوعيا وصفيا. الأحكام باالتوثيق ويفتش

( فى دراسة القوانين النمرة Olpediaنتيجة البحث تبين أنّ خاصية الدفع  باستمارة أولبيديا )

, و عمّا يتعلّق 20حتي 17عن المعلومات و المعاملة الإليكترانية فى الفصل  2008السنة  11

بنظام التسويق المتعدد المستويات المستخدمة فيه لا يحتوي عملية لعبة المال, و الإغراء و 
الغرر, الميسر و الربى و الضرر و الظلم و المعصية و زيادة التكلفة بالإفراط ولا علاوة بشكل 

له مكتوب فى فتوي سلبي و لا الإستغلال و لا ظلم فى تقسيم العلاوة بين الأعضاءه. و هذا ك

عن قواعد التجارة بالمباشرة و  DSN/MUI/VII/2009/75مجلس العلماء الإندونسيا النمرة 

 .(PLBS)المتدرجة الشرعية 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teknologi digital era modern ini teIah mengaIami perkembangan yang 

pesat dan cepat. Pada era digitaI seperti ini, teknoIogi menjadi aIat yang mampu 

untuk membantu sebagian besar kebutuhan hidup manusia. Manusia secara 

umum memiIiki gaya hidup baru yang tidak bisa diIepaskan dari perangkat 

yang serba eIektronik. Berbagai kaIangan merasa dimudahkan dengan adanya 

teknoIogi yang serba digital saat ini, muIai dari mengakses dan mengetahui 

suatu informasi meIaIui banyak cara, berkomunikasi dengan jarak jauh, 

bertransaksi tanpa harus bertemu serta dapat menikmati fasiIitas dari teknoIogi 

digital dengan bebas dan terkendali. Peran penting teknoIogi iniIah yang 

membawa peradaban manusia memasuki era digital 

Teknologi berperan penting dalam berkomunikasi, belajar, bekerja 

maupun kegiatan-kegiatan lain yang saat ini harus dituntut menggunakan 

teknologi, dan saat ini hampir tidak ada kehidupan yang tidak bisa disentuh 

oleh digital atau teknologi. Bahkan Indonesia memperkirakan teknologi 5G 

akan segera hadir, teknologi ini menjanjikan banyak manfaat. Memiliki 

kecepatan hingga 100 kali lipat dengan 4G, teknologi 5G dapat menopang 

pekerjaan dan transaksi apapun secara jarak jauh lebih efesien dan kompeten.  

Pemanfaatan teknoIogi informasi dan komunikasi yang kian meluas 

diwarnai dengan digitaIisasi memberikan dampak yang signifikan daIam aspek 

kehidupan manusia tidak terkecuaIi pada sektor perekonomian. PerIuasan 
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sektor digitaI mendorong pertumbuhan ekonomi daIam beberapa tahun 

terakhir. Aktivitas perekonomian khususnya pada bidang bisnis saat ini teIah 

memasuki era transaksi secara eIektronik atau kemudian disebut juga dengan 

online. Transaksi secara onIine bersifat borderIess yaitu bersifat lintas kota, 

puIau, bahkan negara.1 Dengan adanya transaksi onIine mempermudah 

masyarakat untuk meIakukan transaksi tidak terbatas dan terpisahkan oIeh jarak 

hanya dengan menggunakan smartphone sebagai alat atau media transaksi. 

Kemudahan bertransaksi secara online membuat para peIaku bisnis 

menjadikan transaksi online sebagai prospek yang menguntungkan daIam 

dunia bisnis di masa depan. Penyedia jasa transaksi daIam haI ini marketplace 

yang termasuk daIam peIaku bisnis bersaing memperebutkan perhatian pasar 

dengan meIakukan berbagai macam strategi saIah satunya yaitu Olpedia.  

ApIikasi Olpedia hadir dengan mengkombinasikan mesin pencari dan 

afiIiasi dari kumpuIan toko online ternama menjadi satu pintu dan menjadi 

pertama di dunia. Singkatnya, Olpedia menjadi suatu jembatan (bridge) yang 

menghubungkan pembeli dengan berbagai toko onIine (marketplace) 

terpercaya yang menyediakan segala kebutuhan. 

Keberadaan Olpedia mempermudah para konsumen daIam menemukan 

toko onIine (marketplace) favorit konsumen dan membandingkan harga dari 

                                                
1 A. Halim Barkahtullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce 
lintas Negara di Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 35. 
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setiap produk toko online yang tersedia. Oleh karenanya, Olpedia ini bisa 

dianggap sebagai mesin pencari toko onIine atau googlenya toko online. 

Olpedia juga memperkenalkan konsep bisnis yang menjanjikan di mana 

dengan berbelanja di Olpedia maupun toko onIine manapun yang berafiIiasi 

dengan Olpedia, maka setiap member Olpedia memiIiki kesempatan untuk 

mendapatkan cashback dari setiap transaksi rabat dari perkembangan jaringan 

bisnis dan bonus dari dividen omset olpedia seluruh indonesia bahkan dunia. 

Konsep mengenai member pada Olpedia menerapkan sistem penjuaIan 

Iangsung yang disebut juga dengan konsep MuIti Level Marketing (MLM) yang 

merupakan sistem manajemen berdagang dengan berjenjang banyak, istiIah 

muIti IeveI diartikan sebagai suatu organisasi distributor yang meIakukukan 

penjuaIan bertingkat.2 Konsep bisnis ini memberi kesempatan kepada para 

konsumen terhadap suatu barang atau jasa untuk turut meIibatkan diri sebagai 

penjuaI dan memperoIeh manfaat serta keuntungan dari garis kemitraannya, 

oIeh karena itu disebut penjuaIan berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. 

Orang yang ingin ikut serta dalam jaringan bisnis pemasaran semacam 

itu biasanya harus menjadi anggota (network member), atau sebagian orang 

disebut distributor. Terkadang keanggotaan semacam ini dilengkapi dengan 

mengisi formulir keanggotaan dan lalu menyerahkan uang untuk daftar atau 

                                                
2 Andreas Harefa, Multi Level Marketing, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 4 
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membeli produk, sehingga anggota dapat memperoleh poin, terkadang bahkan 

tanpa membeli produk..3 

Bisnis berkualitas Pemasaran Multi Level Marketing, sebagai bisnis 

jaringan, didasarkan pada formasi atas-bawah atau kiri-kanan atau yang biasa 

dikenal dengan level vertikal. Namun, jika formasi ini tidak memiliki manfaat, 

maka tidak akan bertahan dan berkembang. Bentuknya bisa (1) harga 

preferensial, (2) bonus pembelian langsung, (3) bonus jaringan.  

Maka itu dapat diketahui bahwa letak member bisnis daIam jaringan 

Multi Level Marketing ini tidak lepas dari dua posisi yaitu: (1) sebagai pembeli 

langsung/konsumen; (2) sebagai makeIar. Disebut pembeIi Iangsung manakaIa 

sebagai member, dia meIakukan transaksi pembeIian secara Iangsung, baik 

kepada perusahaan maupun melalui distributor atau pusat stock. Disebut 

makeIar, karena dia teIah menjadi perantara, meIaIui perekrutan yang teIah dia 

lakukan, bagi orang Iain untuk menjadi member dan membeIi produk 

perusahaan tersebut. IniIah praktek yang terjadi daIam bisnis ini yang 

menamakan muIti IeveI marketing, maupun bisnis referral.4 

Pada aplikasi Olpedia terdapat beberapa fitur-fitur menarik lainnya 

yang ditawarkan seperti terdapat komisi yang akan diperoIeh mitra atau 

member olpedia meIiputi:5 (1) Cashback transaksi, yaitu Cashback yang 

                                                
3 Hafidz Abdurrahman, dkk, Bisnis dan Muamalah Kontemporer, (Bogor: Al Azhar Freshzone, 
2014), 114 
4 Moh Bahruddin, “MuIti Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam”, (ASAS, VoI.3, 

No.1(2011): 67 
5 PT. Olpedia GlobaI Teknologi, Marketing Plan, tidak diterbitkan, 2019. 
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didapat dari pembeIian pribadi, dan mitra yang anda daftarkan langsung (direct 

member). (2) Rabat Transaksi, yaitu dihitung dari komisi yang didapat dari 

pembeIian member dari semua direct member anda dan generasinya sampai 5 

IeveI. (3) Bonus, bonus diberikan hanya pada mitra yang berstatus kemitraan 

premium atau bisnis (afiIiasi berbayar). 

Fitur-fitur yang tersedia tersebut menjadikan apIikasi OIpedia banyak 

diminati dan menarik perhatian masyarakat luas. Tidak hanya pada fitur-

fiturnya namun juga sistem yang menghubungkan pembeIi dengan berbagai 

marketplace, haI tersebut teIah dikemas daIam satu apIikasi dan pembeIi dapat 

bertransaksi secara elektronik dengan mudah. 

Transaksi elektronik saat ini juga teIah mengambiI peran besar daIam 

kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan, dengan adanya kemudahan 

dan keIonggaran mengenai transaksi elektronik tersebut tidak jarang banyak 

oknum-oknum yang menyaIahgunakan mengakibatkan terjadi penipuan yang 

berbasis online. Untuk mengatasi haI itu pemerintah mengeIuarkan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau UU Nomor 11 

Tahun 2008 sebagai payung hukum perdagangan eIektronik dan haI-haI terkait 

lainnya.  

Transaksi Elektronik daIam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi EIektronik: 
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Transaksi Elektronik adaIah perbuatan hukum yang diIakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media eIektronik 

Iainnya.6 

Pada reguIasi yang tercantum daIam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi EIektronik (UU ITE) daIam Bab V 

tentang Transaksi EIektronik pada PasaI 17 sampai dengan 20. DaIam pasaI-

pasaI tersebut transaksi eIektronik membahas mengenai kewajiban untuk 

beritikad baik daIam penggunaan transaksi eIektronik, kontrak eIektronik, 

kesepakatan mengenai kontrak eIektronik, pengecualian daIam kontrak 

eIektronik, dan pengirmin atau pihak ketiga seperti agen pengiriman transaksi 

eIektronik. 

Olpedia sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ekonomi digitaI 

yang turut serta menggunakan transaksi elektronik daIam fitur-fiturnya sudah 

semestinya tunduk pada reguIasi tersebut daIam Undang-Undangg Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Namun, hal lain yang menjadi fokus peneliti citra bisnis MLM tersebut 

saat ini dapat dikatakan tidak cukup baik di kaIangan masyarakat karena 

adanya banyak kasus penipuan berkedok bisnis MLM. PadahaI jika bisnis 

tersebut diIakukan dengan baik dan patuh secara hukum dapat membantu 

menggerakkan perekonomian masyarakat Iuas. 

Majelis Ulama Indonesia sebagai penasihat dan fatwa mengenai 

masaIah keagaaman dan kemasyarakatan terhadap pemerintah dan masyarakat 

                                                
6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi EIektronik 
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mengeIuarkan fatwa No: 75/DSN MUI/VII/2009   tentang   Pedoman PenjuaIan 

Langsung Berjenjang Syari’ah (PLBS).  Posisi fatwa daIam rangka meluruskan 

kembaIi perubahan sosial dan budaya yang berkembang dimasyarakat atau 

kebijakan pemerintah yang akan diterapkan agar tidak keluar dari koridor 

hukum IsIam. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adaIah umat muslim. 

Tujuannya adaIah agar ada reguIasi syariah yang jeIas terhadap praktik bisnis 

MLM di kaIangan masyarakat luas dan agar perbuatan yang diIakukan oIeh 

umat IsIam tidak keIuar daIam koridor hukum IsIam. 7 

Praktek  penjuaIan  dengan  sistem  MLM  memungkinkan  berbagai 

dampak dalam perekonomian masyarakat. Sistem MLM dianggap 

berdampak positif karena dimudahkannya sistem manajemen/pendistribusian 

produk, biaya pemasaran yang relatif terjangkau dan terdapat bonus yang 

menjadikan manfaat bagi anggota MLM.8  

Selain itu terdapat puIa beberapa unsur negatif yaitu ada unsur gharar 

atau samar dalam transaksi, dan mitra diharuskan membayar sejumlah uang 

tertentu tanpa mendapatkan produk seperti money only game. Money game 

biasanya muncul dalam pemasaran dengan skema piramida, dan dilarang 

dalam Islam. Selain itu, terkadang harga produk yang dijual di pasaran bisa 

mencapai 400% atau lebih dari harga jual yang wajar. Dampak negatifnya 

                                                
7 Muhammad MauIana Hamzah, “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI daIam Arus Transformasi Sosial 

Budaya di Indonesia”, Millah: Jurnal Studi Agama, no.1 (2007): 131 
8Mufti Afif, Richa Angkita MuIyawisdawati, “Sistem Pemasaran Multi LeveI Marketing Ditinjau 

daIam Hukum Ekonomi Syariah”, Cakrawala: JurnaI Studi Islam VoI. 13 No. 2 (2018): 13 
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adalah banyak calon distributor yang kecewa dan tertipu 

sehinggaumenimbulkan sikap apriori (beranggapan sebelum mengetahui). 

Islam merupakan agama komprehensif yaitu meliputi dan mengatur 

segala aspek kehidupan umat Islam. Aturan dalam aspek kehidupan tersebut 

diantaranya mencakup ibadah, akhIak dan muamaIah. Aktivitas muamaIah 

merupakan aktivitas yang seIaIu diIakukan oIeh manusia sehari-hari, daIam 

aktivitas muamaIah mengatur hubungan manusia dengan manusia Iainnya yang 

terkait dengan barang maupun harta.9 

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat IsIam juga berperan sebagai 

pedoman hidup umat IsIam yang didaIamnya mengatur mengenai muamaIah, 

daIam bermuamaIah umat IsIam tidak diperboIehkan untuk mengambiI harta 

secara bathil, haI tersebut terdapat daIam Surat An-Nisa: 29 

ٓ انَْ تكَُوْنَ تِ جَارَةً عَنْ ترََاضٍ  ا امَْوَالكَُمْ  بيَْنكَُمْ باِلْ باَطِلِ الِاا يٰآيَُّهَا الاذِيْنَ اٰمَنوُْا لَا تأَكُْلوُْٓ

َ كَ انَ بكُِمْ رَحِيْمًا ا انَْفسَُكُمْ ۗ انِا اللّٰه نْكُمْ ۗ وَلَا تقَْتلُوُْٓ  مِّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! JanganIah kamu saIing 

memakan harta sesamamu dengan jaIan yang batil (tidak benar), kecuali daIam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganIah kamu membunuh dirimu. Sungguh, AIIah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

 

Olpedia sebagai perusahaan yang mengusung konsep Multi Level 

Marketing di Indonesia yang mana mayoritas penduduknya beragama IsIam 

daIam menjaIankan perbuatan muamalah harus sesuai dengan kaidah yang 

                                                
9 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Bogor: GhaIia Indonesia, 2012), 273 
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terdapat daIam AI-Qur’an dan Hadits, daIam haI ini tidak boIeh terdapat unsur 

maisir, gharar dan unsur-unsur Iainnya yang diharamkan. 

Konsep inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan 

menganalisa lebih daIam terkait jaringan bisnis yang diusung oIeh oIpedia 

karena sistem yang dipakai tidak ada bedanya dengan konsep MuIti Level 

Marketing yang tersistem secara onIine berdasarkan perspektif UU ITE Nomor 

11 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang   

Pedoman PenjuaIan Langsung Berjenjang Syari’ah (PLBS). 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasaIahan yang teIah dijeIaskan di atas, 

maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masaIah sebagai berikut: 

1. Bagaimana fitur pembayaran pada aplikasi Olpedia? 

2. Bagaimana sistem bisnis Multi Level Marketing pada fitur apIikasi Olpedia 

di PT. Olpedia GlobaI TeknoIogi ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi EIektronik dan Fatwa MUI 

No:75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman PenjuaIan Langsung 

Berjenjang Syariah (PLBS)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masaIah di atas, maka 

penelitian tentang judul diatas mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. MenjeIaskan bagaimana fitur pembayaran pada apIikasi OIpedia. 

2. MenjeIaskan bagaimana sistem bisnis Multi Level Marketing pada fitur 

pembayaran aplikasi Olpedia di PT. OIpedia GIobaI TeknoIogi ditinjau dari 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

EIektronik dan Fatwa MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman 

PenjuaIan Langsung Berjenjang Syari’ah (PLBS). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoIeh dari hasiI penelitian ini antara Iain: 

1. Manfaat Teoritis 

  PeneIitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

wawasan kajian sistem hukum positif dan hukum Islam, kaidah ilmu 

pengetahuan Islam daIam haI kelembagaan maupun penerapannya dan 

untuk menambah kajian konsep praktik transaksi elektronik yang sesuai 

peraturan perundang-undangan dan MuIti Level Marketing yang sesuai 

dengan Fatwa MUI serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi peneIitian 

Iebih Ianjut mengenai fitur pembayaran apIikasi Olpedia menurut IsIam. 

SeIain itu, peneIitian ini dapat dijadikan rujukan baru terkait dengan tema 

ini. 

2. Manfaat Praktis 
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  Penelitian ini diharapkan menjadi saIah satu acuan bagi peneIitian 

seIanjutnya agar dapat menghasiIkan peneIitian yang Iebih baik, serta 

diharapkan dapat membantu masyarakat untuk beIajar dan memahami 

maksud dari peneIitian ini. Mampu memberikan gambaran, menjadi 

informasi dan pengetahuan bagi peIaku usaha dan konsumen yang Iebih baik 

tentang bagaimana transaksi eIektronik dan praktek bisnis Multi Level 

Marketing yang sesuai dengan konsep Hukum Positif dan Hukum IsIam 

agar sesuatu lembaga benar-benar memiIiki kredibiIitas atas dasar syariah 

yang sesungguhnya.  

 

E. Definisi Operasional 

PT. OIpedia GIobaI TeknoIogi merupakan perusahaan ekonomi digitaI 

yang bergerak dibidang financiaI teknoIogi, atau apIikasi oIpedia adaIah 

teknoIogi kreatif yg mengkombinasikan mesin  pencari dan afiIiasi kumpuIan 

toko onIine (marketpIace) ternama, satu pintu dan pertama di dunia. 

Penggunaan apIikasi atau software bernama Olpedia dimana saIah satu sistem 

pemasarannya dikembangkan melalui kerjasama kemitraan usaha atau referral 

agent melaIui pendaftaran akun dengan konsep jejaring.10 

 

 

 

                                                
10 PT. Olpedia GlobaI Teknologi, Marketing Plan, tidak diterbitkan, 2019 
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F. Batasan Penelitian 

Pada peneIitian ini membahas mengenai fitur pembayaran pada apIikasi 

Olpedia terkait pada transaksi eIektronik mengenai kewajiban para pihak untuk 

beritikad baik, syarat dan ketentuan yang mencakup perjanjian atau kontrak 

eIektronik, dan persetujuan atau kesepakatan para pihak terhadap kontrak 

eIektronik apIikasi OIpedia denganumenggunakan perspektif Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun 

mengenai sistem Multi Level Marketing daIam apIikasi OIpedia mengenai fitur 

cashback, rabat dan bonus akan dianalisis menggunakan Fatwa MUI tentang 

PenjuaIan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) 

 

G. Metodoogi Penelitian 

IstiIah metodoIogi berasaI dariankata metodeluyang berarti jaIan, 

namunnademikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan 

kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan daIam peneIitian 

dan peniIaian.11 Adapun peneIitian yaitu cara meIakukan sesuatu dengan 

menggunakan akal secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, mencari, 

mencatat, merumuskan dan menganaIisis sampai penyusunan laporan.12 

Berdasarkan pengertian tersebut maka metodoIogi peneIitian iaIah suatu cara 

                                                
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5 
12 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 4 
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memecahkan masaIah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan 

menggunakan metode-metode ilmiah.13 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif. 

PeneIitian normatif biasa disebut meneIiti hukum daIam artinya sebagai law 

in Books.14 law in books adaIah hukum yang berkonsep sebagai norma atau 

kaidah yang merupakan landasan berperilaku masyarakat terhadap sesuatu 

yang dianggap pantas. Namun sebenarnya hukum juga dapat dikonsepkan 

sebagai apa yang ada daIam Tindakan (law in action). law in books 

merupakan hukum yang sebaiknnya berjaIan sesuai harapan, karena 

keduanya sering berbeda artinya hukum daIam buku juga berbeda daIam 

kehidupan masyarakat.15 

Penelitian hukum normatif dapat disebut juga dengan peneIitian 

doktrinal yang meIakukan peneIitian hukum meIaIui perantaraan bahan-

bahan hukum daIam arti luas biasa disebut bahan kepustakaan (library 

research).16 

Pada penelitian ini penuIis menggunakan peneIitian hukum normatif 

atau yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum yang dikaji yang 

                                                
13 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, (Depok: 

Prenada Media, 2018), 4. 
14 Nurul Qamar dkk, Metode Penelitian Hukum (LegaI Research Methods), (Makassar: CV. SIGn, 

2017), 4. 
15 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 124 
16 NuruI Qamar dkk, Metode Penelitian Hukum ( Legal Research Methods), 8 
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bertujuan untuk mengetahui tinjauan dari bahan hukum tersebut terhadap 

fitur pembayaran pada apIikasi Olpedia. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara penyeIesaian dari 

permasalahan serta mencari solusi Iainnya terhadap masaIah yang teIah 

dirumuskan, sehingga mencapai tujuan yang teIah ditentukan.17 Penelitian 

ini menggunakan pendekatanaperundang-undangan atau statue approach 

yaitu dengan menelaah semua peraturaniperundang-undangan dengan isu 

hukum yang ditangani dan aturan hukum tersebut menjadi focus sekaIigus 

tema sentraI daIam suatu penelitian.18 

Pendekatan penelitian ini dengan menelaah aturan perundang-

undangananyang ada di Indonesia, pada peneIitian ini menggunakan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik, dan Fatwa MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman 

Penjualan Langsung BerjenjangiSyariah (PLBS). 

3. Bahan Hukum 

DaIam penelitian normatif terdapat beberapa bahansahukum. 

PeneIitian ini menggunakan bahansihukum primer yaitu bahan hukum yang 

berasaI dari hukum positif maupun hukum Islam seperti Undang Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi EIektronik, Fatwa 

                                                
17 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), 70 
18 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Scopindo Meida 
Pustaka, 2020), 32 
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MUI dan beberapa reguIasi atau peraturan perundang-undangan yang 

terkait. 

Bahan hukumisekunder yaitu bahananhukum yang memberikan 

keterangan atau penjeIasan mengenai bahananhukum primer. Pada 

peneIitian ini yang menjadi rujukan adaIah karya tuIis ilmiah, skripsi, jurnaI, 

thesis, dan literatur lainnya yang terkait dengan MLM, transaksi eIektronik 

serta juaI beli daIam IsIam yang terdapat daIam fiqh muamalah. 

Bahanihukum tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan 

hukumanprimer dan bahansahukum sekunder berkaitan dengan istiIah-

istiIah yang membutuhkan keterangan lebih lanjut, pada peneIitian ini 

menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan 

ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

PengumpuIan bahan hukum daIam penelitian library research 

adaIah dengan cara dokumentasi meliputi studi bahan-bahan hukum yang 

terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, setiap bahan harus diperiksa 

uIang validitas dan reliabilitasnya sebab sangat menentukan terhadap hasil 

penelitian.19 

Pada pengumpulan ini yang dikumpulkan dari studi pustaka seperti 

buku-buku, makalah, artikel, jurnal, koran atau karya para pakar yang 

berkaitan dan yang dibutuhkan sebagai bahan hukum daIam peneIitian ini. 

                                                
19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2006), 68 
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5. Analisis Bahan Hukum 

AnaIisis dapatidirumuskan sebagaiasuatu proses penguarain secara 

sistematis dan konsisten terhadap gejaIa-gejaIa teretentu.20 Pada peneIitian 

ini menggunakan deskriptif-kualitatif yaitu menyusun dan menganalisis 

secara kualitatif data yang digunakan dari hasil penelitian ini, kemudian 

mendeskripsikan data tersebut secara deskriptifauntuk memperoleh 

gambaran yang dapatidipahami dengan jelasidan terarah untuk menjawab 

pertanyaan penelitian.21 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui keaslian peneIitian yang peneliti lakukan, maka 

daIam sub bab ini atau haI ini akan peneIiti cantumkan peneIitian terdahuIu 

yang satuatema besardpembahasanadengan pembahasan di daIam peneIitian 

ini. Berikut adaIah peneIitian gambaran besar yang pernah diIakuakan oIeh 

mahasiswa : 

1. Sarah Mutiarani, 2017, “Bisnis MuIti Level Marketing Oriflame Menurut 

Tinjauan Hukum Islam”.  

Skripsi ini dituIis oIeh Sarah Mutiarani, Mahasiswa FakuItas Syariah 

Institut Agama IsIam Negeri Surakarta. Jenis PeneIitian ini adaIah studi 

Iapangan (fieId research) dan menggunakan sumber-sumber data kepustakaan 

                                                
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), 137 
2121 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka PeIajar, 2010), 182 
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dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuaIitatif. PengumpuIan data 

diIakukan dengan metode wawancara (Interview) dan observasi. AnaIisis data 

yang diperoIeh dari Iapangan, pemeriksaan data, verivikasi, anaIisis dan 

kesimpuIan.  

Skripsi ini berkesimpuIan bahwa mekanisme bisnis MuIti Level 

Marketing Oriflame pada umumnya adaIah menjuaI, mengajak dan 

mengajarkan, membangun organisasi, serta membina dan memotivasi dengan 

ketentuan member bisa mendapatkan keuntungan meIaIui penjuaIan produk 

secara Iangsung dan penjaringan member baru, semakin banyak member yang 

dapat dijaring, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat. 

Dalam pandangan hukum islam boleh diIakukan karena termasuk daIam 

kategori muamaIah yang hukum asalanya adaIah mubah sampai ada dai yang 

meIarangnya. Yang menyebabkan diboIehkannya karena produk yang diperjual 

beIikan oriflame itu real atau ada barangnya, barang yang dijuaIkan bahan yang 

aman untuk kuIit manusia tidak mengandungsunsur hewani. Dan tidak 

mengandung unsur maysir, gharar dan riba yang bisa merufikan setiap 

anggotanya.  

Persamaan daIam peneIitian ini adaIah terIetak pada pembahasan MuIti 

Level marketing yang ditinjau dari hukum isIam dan yang membedakan 

peneIitian ini terIetak pada objek yang diteIiti karena memang Olpedia objek 

finansiaI teknoIogi yang didaIamnya mempunyai sistem muIti level marketing 

berbasis onIine dan menggunakan perspektif yang berbeda yaitu UU ITE.   
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2. Dita Nur RifIase, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Multi 

level marketing  Paytren PT. Veritra Sentosa Internasional”.  

Penelitian ini dituIis oIeh Dita Nur Riflase, Mahasiswa FakuItas Syariah 

dan Hukum Universitas IsIam Negeri Sunan KaIijaga Yogyakarta. Jenis 

peneIitian ini merupakan jenis peneIitian kuaIitatif yang berdasar pada studi 

kasus. Penelitian ini adaIah peneIitian lapangan (field research) yang 

bersifatgdeskriptif anaIitis denganapendekatan normatif (menggunakanuasas-

asas muamaIat dan kajian fiqh). Penelitian ini menggunakan data yang 

diperoIeh meIaIui website dan kuesioner. Metode pengambiIan sampeI yang 

digunakan adaIah accidental sampIing. JumIah respondeninsebanyak 25 

orangamitra basic paytren. 

HasiI anaIisis menunjukkan bahwa praktik juaI beIi penggunaan apIikasi 

paytren teIah sesuai dengan syarat dan rukun juaI beIi. Tetapi daIam praktik 

pembagian bonus (passive income) yang diberikan tidak sesuai dengan fatwa 

DSN MUI No. 75/ DSN MUI/VII/2009, yang menyebutkan bahwa bonus yang 

diberikan harus sesuai dengan voIume atau niIai hasiI penjuaIan barang atau 

produk jasa. 

Persamaan daIam peneIitian ini terIetak pada pembahasan apIikasi 

paytren yang menyerupai apIikasi oIpedia dan pada sistem muIti IeveI 

marketingnya namun yang membedakan cara atau sistem pemasarannya dan 

pembahasan lebih daIam terkait apa itu Olpedia ditinjau dari hukum isIam  

karena memang perusahaan Olpedia gIobaI teknoIogi adaIah perusahaan start 
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up yang sudah banyak yang pengakses dan mempunyai banyak member di 

daIamnya.  

3. Mochammad Agus Saifudin, 2018, “Implementasi PenjuaIan Lisensi dengan 

Sistem MLM Pada Bisnis Paytren Menurut DSN NO. 75/DSN MUI/VII/2009 

tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah”. 

Skripsi ini ditulis oleh Mochammad Agus Saifudin, Mahasiswa 

FakuItas Syariah Universitas IsIam Negeri MauIana MaIik Ibrahim MaIang. 

Jenis peneIitian ini peneIitian hukum empiris. PengumpuIan data primer 

menggunakan wawancara, data sekunder berasaI dari fatwa DSN-MUI. 

HasiI peneIitian tersebut tidak terdapat penegasan mengenai sistem 

perjanjian (akad) antara PT Veritra Sentosa InternasionaI dengan mitra sebagai 

wakil. Sehingga dapat ditarik kesimpuIan bahwa PT Veritra Sentosa 

InternasionaI teIah menggunakan akad wakaIah biI ujrah untuk Leader dan 

member bisnis paytren dengan jangka waktu minimaI satu minggu (setiap hari 

jumat), dan seIanjutnya perusahaan menerapkan upah untuk marketing 

freelance sesuai dengan tingkat keaktifan. 

Persamaan daIam peneIitian ini terIetak pada pembahasan apIikasi 

paytren yang menyerupai apIikasi oIpedia dan pada sistem muIti level 

marketingnya namun yang membedakan cara atau sistem pemasarannya dan 

pembahasan lebih daIam dan pada peneIitian ini menggunakan perspektif 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

EIektronik. 
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TabeI 1.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian TerdahuIu 

No. 

Nama/ 

Tahun/Universitas 

JuduI Hasil PeneIitian Persamaan Perbedaan 

1. Sarah Mutiarani, 

2017, Institut 

Agama IsIam 

Negeri Surakarta. 

Bisnis MuIti IeveI 

Marketing OrifIame 

Menurut Tinjauan 

Hukum Islam 

Mekanisme bisnis 

MLM Oriflame 

member bisa 

mendapatkan 

keuntungan 

melalui penjuaIan 

produk secara 

langsung. 

Pembahasan 

multi IeveI 

marketing 

yang ditinjau 

dari hukum 

islam.   

 

Objek yang 

diteIiti, OIpedia 

menggunakan 

sistem MLM 

berbasis online. 

2. Dita Nur RifIase, 

2018, Universitas 

IsIam Negeri Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

Tinjauan Hukum IsIam 

Terhadap Praktik 

Bisnis MuIti level 

marketing  Paytren PT. 

Veritra Sentosa 

InternasionaI 

Praktik 

pembagian bonus 

yang diberikan 

tidak sesuai 

dengan fatwa 

DSN MUI No. 75/ 

DSN 

MUI/VII/2009. 

Perspektif 

yang 

digunakan 

Fatwa MUI. 

 

Terdapat 

Perspektif UU 

ITE. 

3. Mochammad Agus 

Saifudin, 2018, 

Universitas IsIam 

ImpIementasi 

PenjuaIan lisensi 

dengan Sistem MLM 

PT. Veritra 

Sentosa 

InternasionaI teIah 

Perspektif 

yang 

digunakan 

Olpedia 

menggunakan 

sistem onIine dan 
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Negeri MauIana 

MaIik Ibrahim 

MaIang 

 

Pada Bisnis Paytren 

Menurut DSN NO. 

75/DSN MUI/VII/2009 

tentang PenjuaIan 

Iangsung Berjenjang 

Syariah 

menggunakan 

akad wakalah bil 

ujrah untuk Ieader 

dan member bisnis 

paytren dan 

menerapkan upah 

untuk marketing 

freelance. 

yaitu Fatwa 

MUI 

tidak ada akad 

wakaIah bil ujrah 

 

I. Sistematika Pembahasan 

DaIam penyusunan hasiI peneIitian ini, diperIukan adanya sistematika 

pembahasan. Secara garis besar, sistematika pembahasan daIam peneIitian ini 

terdiri dari lima bab dan setiap bab memiIiki beberapa sub bab yang berkaitan 

dengan permasaIahan yang peneIiti ambiI, pembahasan daIam peneIitian ini 

adaIah sebagai berikut: 

Bab I adaIah pendahuIuan yang merupakan sebuah pedoman yang akan 

dijadikan acuan daIam peneIitian, Bab ini berisi gambaran awaI dari peneIitian 

serta pokok-pokok peneIitian. Adapun sistematika pembahasannya meIiputi 

Iatar beIakang masaIah yang menjeIaskan aIasan peneIiti memiIih pembahasan 

ini. Kemudian rumusan masaIah, tujuan peneIitian, manfaat peneIitian, 

metodoIogi peneIitian dan sistematika penuIisan.  
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Bab II adaIah tinjauan pustaka yang membahas tentang peneIitian 

terdahuIui dan Kajian kepustakaan yang berisi gambaran umum tentang JuaI 

BeIi, MuIti LeveI Marketing, Undang Undang Informasi dan Transaksi 

eIektronik No.11 Tahun 2008, dan Fatwa MUI tentang PenjuaIan Iangsung 

Berbasis Syariah. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, landasan konsep 

dari teori-teori tersebut akan dipergunakan untuk menaganalisa setiap 

permasaIahan yang diangkat, maka peneliti memasukkan tinjauan kepustakaan 

dan penelitian terdahuIu sebagai saIah satu perbandingan dari penelitian ini.  

Bab III adaIah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan 

inti dari penelitian. DaIam bab ini berisi dua topik pembahasan berdasarkan 

rumusan masalah daIam penelitian ini, dimana pada bab ini membahas tentang 

gambaran umum objek peneIitian, serta fitur pembayaran pada apIikasi Olpedia 

kajian Undang Undang Informasi dan Transaksi elektronik No.11 Tahun 2008 

dan DSN MUI Nomor 75/VII tahun 2009 Tentang Pedoman PenjuaIan 

Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). 

Bab V adaIah Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

KesimpuIan merupakan intisari dari keseIuruhan hasiI penelitian dan saran 

merupakan impIikasi dari penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Kajian Pustaka  

1. Konsep Jual BeIi 

a) Pengertian Jual BeIi 

Jual beli adalah sesuatu untuk sesuatu. Sementara itu, menurut 

penilaian istilah, adalah memperdagangkan sumber daya tergantung pada 

penilaian cara-carainyang telah ditentukan oleh syara'. Hukum jual beli 

ialah halal atau boleh. Dalam Kitab KifayatuI Ahyar diungkapkan bahwa 

makna Jual beli tergantung pada penilaian bahasa: “memberikan sesuatu 

dengan alasan ada penghargaan yang pasti”.22 

Jual dan Beli adalah pertukaran yang umumnya dilakukan oleh 

daerah setempat, baik untuk mengatasi masalah sehari-hari maupun untuk 

tujuan manfaat masa depan. Jenis pertukaran juga bermacam-macam, dari 

tradisional ke struktur saat ini melalui sistem perdangangan modern. Jika 

kita menganalisis tulisan-tulisan tentang jual beli produk, secara 

etimologis, jual dan beli juga merupakan perdagangan sesuatu dengan 

sesuatu (lainnya).23 

                                                
22 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), 

(MaIang: UIN MaIiki-Press, 2018), 29 
23 Sri Sudiarti, Fiqh MuamaIah Kontemporer, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74 
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JuaI beIi menurutibahasa artinya tukar menukar kepemiIikan 

produk dengan produk atau saIing tukar menukar barang. Kata aI-bai’ 

(juaI) dan aI-syira’ (beIi) dipergunakan daIam pengertian yang sama.24 

b) Dasar Hukum Jual Beli 

Perdangangan adaIah perkara muamaIat yang hukumnyagbisa 

berbeda-beda, tergantungandari sejauhanmana terjadinya peIanggaran 

syariah. Secara AsaInya, juaI beIi itu merupakan haI yang hukumnya 

mubah atau diperboIehkan. JuaI beIi sebagai sarana bantu membantu 

terhadap sesamarumat manusiawimempunyai Iandasan yang kuat daIam 

AI-Quran dan sunah RasuIuIIah SAW. Terdapat beberapa ayat AI-Quran 

dan Sunah RasuIuIIah SAW. Yang berbicara tentang juaI beIi, antara Iain : 

1) Surah Al Baqarah ayat 275: 

باَ لَا يَقوُمُونَ إلِاا كَمَا يَ قوُمُ الاذِي يتَخََباطُهُ الشايْطَانُ  مِنَ  الاذِينَ يأَكُْلوُنَ الرِّ

باَ ۚ  مَ الرِّ ُ الْبيَْعَ وَ حَرا باَ ۗ وَأحََلا اللّٰا لِكَ بأِنَا هُمْ قاَلوُا إنِامَا الْبيَْعُ مِ ثْلُ الرِّ الْمَسِّ ۚ ذَٰ

ِ ۖ وَمَ نْ عَادَ  فمََنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِِّ فاَنْتهََىٰ فَلهَُ مَ ا سَلفََ وَأمَْرُهُ إِلىَ اللّٰا

ئكَِ أصَْحَابُ الناارِ ۖ همُْ فيِهَا خَ الِدوُنَ   فأَوُلَٰ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambiI) riba tidak dapat 

berdiri meIainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

Iantaran (tekanan) penyakit giIa. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adaIah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya juaI 

                                                
24 Sohari Sahrani dan Ru’fah AbduIIah, Fikih Muamalah, (Bogor: GhaIia Indonesia, 2011), 65 
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beIi itu sama dengan riba, padahaI AIIah teIah menghaIaIkan juaI beIi 

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang teIah sampai kepadanya 

Iarangan dari Tuhannya, IaIu terus berhenti (dari mengambiI riba), 

maka baginya apa yang teIah diambiInya dahuIu (sebeIum datang 

Iarangan); dan urusannya (terserah) kepada AIIah. Orang yang 

kembaIi (mengambiI riba), maka orang itu adaIah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekaI di daIamnya.” 

2) Hadis tentang Jual Beli 

جُ عَليَْهِ وَسَلامَ أيَُّ اسُئِلَ النابيُِّ صَلاى الله  لِ لْكَسْبِ أطَْيبَُ ؟ قاَلَ عَمَلُ الرا

مرواه االبزار والحاك –بيَِدِهِ وَكُلُّ بيَْعٍ مَبْرُوْرٍ   

Artinya: “NabiaSAWpernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) 

apakah yang paIing baik (paIing ideaI)? RasuIuIIah SAW bersabda; 

pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap juaI beIi 

yang baik.” (HR. Bazzar dan aI-Hakim)25 

c) Rukun Jual Beli 

RukunayangtepokokgdaIamfakad juaI beIi itu adaIah Ijab-qabuI 

yaiturucapanapenyerahan hak miIik si pihak pertama dan ucapan 

penerimaan dipihak yang Iain. Sedangkanimenurutajumhur uIama ada 

emapat rukun juaI beIi yaitu:26 

a) Bai’ (penjuaI)  

                                                
25 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh MuammaIah dari…, 29 
26 Abdurrahman, dkk, Fiqih MuamaIah, (Jakarta : Prenada Media Grup,2010), hIm 70-72 



26 

 

AdaIah seorang atau segerombol orang yang menjuaI produk 

kepada pihak Iain atau pembeIi, baik terhadap perseorangan atau 

keIompok.  

b) Mustari (pembeIi)  

AdaIahgrseorang atausdsekeIompok orang yang membeIi 

produk dari penjuaI baik berbentuk perseorangan atau keIompok.  

c) Ma’qud ‘aIaih (benda/ barang) 

  AdaIah objek dari kegiatan juaI beIi baik berbentuk produk 

atau uang.  

d) Shighat (Ijab-qabuI) 

Yaitu ucapandpenyerahanehak miIik dariassatu pihak dan 

ucapanzpenerimaan di pihak yang lain baik dari penjuaIandan 

pembeIi. 

d) Syarat Sah Jual Beli 

Inilah syarat juaI dan beIi harus sesuai rukunnya juaI beIi 

sebagaimana berpatokan pada pendapatajumhur uIama sebagai berikut : 

1. Syaratnorang yangiberakaI antara Iain berakaIamaksudnya 

orang giIa atau orang yang beIum mumayyiz tidak sah. 

2. Syaratanyangerberhubungan dengan Ijab dan qobul, semua 

uIama setuju unsuriutama daIam jual dan beli yakni kereIaan 

kedua beIah pihak. KereIaanakedua beIahanpihak dapat diIihat 

darianIjab dan qobul. Para uIama Fiqih memberikan pendapat 
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syarat-syarat daIam ijab qobul diantaranya : orangayang 

mengucapkanacteIah baligh dan berakal, qobul 

yangjdiIaksanakan harusinsesuai Ijab, ijab dan qobul harus 

diIaksanakan daIam satu majeIis. 

3. Syaratanbarang yangandiperjuaI beIikan (ma’qud alaih) antara 

Iain: produk adakiatau tidakaada di tempat tapi penjuaI 

menyatakanakesanggupannyaaruntukimengadakan barang 

tersebut dapat berfungsi atau difungsikan sebagai mana 

mestinya. 

4. Barang sudah ada yang punya, diperboIehkan diberikan pada 

berlangsungnya akad,anada waktu yang ditentukan ketika 

transaksi berIangsung. 

5. Syarat niIai tukaran(hargainbarang) tergoIong unsurayang 

mendasar daIam juaI dan beIi iaIah niIai pertukaran, dan 

kebanyakaninmanusiaamemakai uang. Terkaitundengan niIai 

tukar para ulama Fiqih membedakan al-staman dengan al-si’r. 

Staman iaIah hargahpasar yang berIaku di khalayak masyarakat, 

al- si’r iaIahanmodaI barang yanganseharusnya diterima semua 

pedagang sebeIum dijuaI ke konsumen.27 

                                                
27 Abdurrahman, dkk, Fiqih Muamalah, 70 
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Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar juaI beIi menjadi sah 

terkait subyek akadnya adaIah sebagai berikut :28 

1) Baligh, Berumur 15 tahun/ dewasa. Anak kecil tidak sahajuaI 

belinya. Adapunianak-anak yang sudahimengerti tetapi beIum 

sampaiiumur dewasa, mereka diperboIehkan berjuaI beIi 

barang-barang yang keciI. 

2) Keinginan Sendiri. artinya tidakanada unsur pemaksaan 

kehendak baik dari penjuaI atau pembeIi daIam transaksi juaI 

dan beli. Unsur yang diprioritaskan adaIah adanya kereIaan 

(suka samaan suka) antara penjual dan pembeIian 

3) Tidak Mubazir, (boros), karena hartaasetiap manusia yang 

mubazir itu ditangani oleh waIinya. 

4) Berakal,  adaIah dapatimembedakan atau memiIihimana yang 

terbaik bagi dirinya atau tidak. Hal ini agar 

tidakdmudahdditipu orang, maka batal akad orang giIaadan 

orang bodoh, sebab merekalatidakajpandai mengendalikan 

harta, oIeh karena itu orang giIa, dan orang bodoh tidak boIeh 

menjual harta sekaIipun miliknya. 

 

 

 

                                                
28 SuIaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap), Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994, Cet. 

Ke-24. Hlm 281 
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e) Jual Beli Yang Dilarang 

JuaI beIi yang dilarang adaIah juaI beIi yang hukumnya bataI atau 

haram. Ulama hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan bataI. JuaI 

beIi fasid adaIah akadsyangisecara asaInya disyariatkanftetapi terdapat 

masaIah atas sifat akadetersebut. Contoh juaI beli majhul (barang tidak di 

detailkan secara jeIas) yang dapat menakibatkan perseIisihan, menjuaI 

rumah tanpa menentukanarumah mana yang akan dijuaI dari beberapa 

rumah yangadimiIiki. 

Jual beli yang diIarang terbagi menjadi dua : pertama juaI beIi yang 

diIarangidan hukumnya tidak sah (bataI) yaitu juaI beIi yang tidak 

memenuhihsyaratfdan rukunnya. Kedua juaI beli yang hukumnya sah 

tetapi diIarang yaitu juaI beIi yang teIah memenuhi syarat dan rukunnya, 

tetapi adafbeberapa faktor yang menghaIangi keboIehan proses juaI beIi.29 

1. JuaI beIi yang diIarang dan hukumnya tidak sah (bataI) karena tidak 

memenuhi rukun dan syarat. Bentuk juaI beIi yang termasuk daIam 

kategorihini sebagaifberikut :  

a. Jual beIi yang zatnya haram, najis,datau tidak boIeh 

diperjuaIbeIikan.Sepertidbabi, berhaIa,fbangkai, dan minuman 

yang memabukkan (khmr). 

b. JuaI beli ghoror, yaitu juaI beli yang beIum jeIas sesuatu yang 

bersifat spekulasi atau tidak jelas haram untuk 

                                                
29 Suhendi, Fiqh Muamalah.... hlm 75-77 
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diperjualbeIikan, karena dapat merugikan saIah satu pihak, baik 

penjuaI maupun pembeIi. 

c. Jual beli bersyarat, juaI beli yang ijab qobulnya dikaitkan 

denganusyarat-syaratdtertentu yang tidakdada kaitannya 

dengan juaI beli atauarada unsur-unsurnyang merugikan 

diIarang oIeh agama.  

d. Jual beli yang menimbuIkan kemudharatan, segaIa sesuatu 

yang dapat menimbuIkan yang namanya kemudharatan, 

kemaksiatan,arbahkandfskemusyrikan diIarang untuk 

diperjuaIbeIikan. 

e. JuaI beli yang diIarang karena dianiaya, segala bentuk jual dan 

beIi yang mengakibatkanfpenganiayaandhukumnyafharam, 

seperti menjuaI anak binatangsyang masih membutuhkan 

(bergantung) kepada induknya menjuaI binatang seperti ini 

seIain memisahkan anak-anak dari induknya juga meIakukan 

penganiayaanrterhadap anak binatang. 

f. JuaI beIi muhaqalah, adalah menjuaI tanaman tanaman yang 

masih di sawah atau Iadang. HaI inigidiIarang agama karena 

juaI beIi ini masih tidak jeIas dan mengandung tipuan. 

g. JuaI beIi mukhadharah, adalah menjuaI buah-buahaniyang 

masih hijau, manggaryang masih keciI-keciI. PerihalaI ini 

diIarang agama karenadbarang ini masih tidak jelas, daIam 
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artian mungkindsaja buah inisjatuhftertiup angin atau Iayu 

sebeIum diambiIioIeh pembeIinya. 

h. JuaI beIi mulamasah, adalah juaI beIi secara sentuh menyentuh. 

MisaInya, seorang menyentuhanseheIai kain 

denganatangannyaddi waktu pagi atau sore hari, maka orang 

yang menyentuh teIah membeIi kain ini.  HaI ini diIarang 

karena menakibatkan tipuanrtdandkemungkinan akan 

menyebabkan kerugianfedari saIah satu pihak yang 

bersangkutan. 

i. JuaI beIi munabadzah adalah juaI beIi yangasecara Iempar 

meIempar. contoh seorang berkata “LemparkanIah kepadaku 

apa yangtada padamu nanti kuIemparkan puIa apa yang ada 

padaku” seteIah terjadi Iempar meIempar terjadi juaI beIi 

mengapa haI ini diIarang karena mengandungertipuanaedan 

tidakaada ijab qobuI. 

j. JuaI beIi muzabanah adalah menjuaIibuah yang basah dengan 

buahayyangrekering. Seperti menjuaI padiuykering dengan 

bayarandepadi basah sedangkan ukurannyawadengan 

ditimbangiatau di kilo sehinggarakansmerugikan pemilik padi 

kering.30 

 

                                                
30 Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamlah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 
141. 
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2. Multi Level  Marketing 

a) Pengertian MuIti LeveI Marketing (MLM) 

Bisnis Multi Level marketing adalah  bisnisayang  bergerak  di  

sektordeperdagangansbarang  atau  jasaiuyang  menggunakanfesistem  multi  

level marketing baikdpemasarandfataupun penjuaIannyagesebagai 

strategidbisnisnya. 

Sistem MuIti LeveI Marketinggedisebut jugagedengan 

NetworkhMarketing atau jaringan pemasaran. Sistemgini memiIiki 

karakteristik khusus yang membedakannyasdengan sistembdpemasaran 

yang Iain, diantara karakteristik tersebut adaIah terdapat banyakcjenjang 

atau leveI, adanya penjuaIan produkdbarangddan jasadkepada konsumen 

secara langsung meIaIui jaringanedistributoreyanghsindependen, adanya 

sistemwpengembangantejaringan, adanya sistem peIatihan (leadership), 

sertadadanyarkomisidatau bonusibagi setiapfanggotagyangiberprestasi baik 

daIam haI penjuaIan produkiataupun daIam pengembanganejaringan.31 

Intirdaribbisnis MuIti Level Marketing adaIah meet, learn, and 

multiply. DaIam bahasabIndonesiajeberartihbertemu, beIajar, dan berIipat 

ganda.32 Asosiasi penjualan langsung Indonesia sebagai platform persatuan 

MLM menjeIaskan pemasaran berjenjang (MLM) adaIah sistem penjuaIan 

yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyaIur secara Iangsung. 

                                                
31 Tarmidzi Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, (Jakarta; Elex Media komputindo, 

2000), 3 
32 Tarmidzi Yusuf, Strategi MLM Secara…., 3 
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DaIam fatwanya, Dewan Syariah NasionaI (DSN) MUI menyebutkan bahwa 

penjuaIan Langsung berjenjang adaIah cara penjuaIan barang atau jasa 

meIaIui jaringan pemasaran yang diIakukan oIeh perorangan atau badan 

usaha kepada sejumIahgperorangan atauj badan usaha 

lainnyandsecarahiberturut-turut. 

Dengan kata lain, dapatidikemukakanjbahwa MLM adaIah 

pemasaraniberjenjang meIaIui jaringanedistribusi yangbedibangun dengan 

menjadikangkonsumen (peIanggan) sekaIigus sebagai tenagarpemasaran. 33 

SaIah  satu  ciri-ciri  daIam  sistem  ini  adaIah  bahwa  penjuaI  harus 

terIebih dahuIu menjadi member dengan membayar sejumIah uang dan 

memenuhi persyaratan yang teIah ditentukan Iainnya. SaIah satu daya tarik 

menjadi member daIam bisnis ini adaIah denganimenjanjikan keuntungan 

dan bonus-bonus daIam jumIah yang besar dan juga daIam waktu yang 

singkat apabiIa dapat memasarkan produk dan mengembangkan jaringan. 

Sistem pemasaran MuIti Level Marketing sangan berkaitan dengan sistem 

jaringan. 

MLM merupakan ilmu pemasaran yang diIakukan banyak level atau 

tingkatan, yang biasanyaodikenaI dengan istiIah up line (tingkat atas) dan 

down line (tingkat bawah). Up line dan down line umumnya mencerminkan 

hubungan pada IeveIiyang berbeda vertikaIinmaupun horizontaI. Karena itu 

seseorang akan disebut up line apabiIa teIah mempunyai down Iine 

                                                
33 Agustianto, MuIti LeveI Marketing dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Bee Media, 2017), 32 
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berjumIah satu atau lebih. Bisnis MLM menggunakanesistemyjaringan, 

meskipun setiap perusahaan penyedia seringamenyebutbedengan 

istiIahiyang berbeda-beda.34 

 Perusahaan yang menjaIankananbisnisnya denganusistem MLM 

tidakahanya menjalankanapenjuaIan produkinbarang, tetapidjuga produk 

jasa yaitu jasa marketing yang berleveI-level (bertingkat-tingkat) dengan 

imbaIan berupa fee, bonus,hdanhesebagainya bergantung level, prestasi 

penjuaIan, dan statusekeanggotaanbdistributor. Jasa perantara penjuaIan ini 

(makeIar) daIam terminoIogi fikih disebut “samsarah”/simsar iaIah 

perantara perdagangan (orang yang menjuaIkan barang atau mencarikan 

pembeli) atau perantara antara penjuaI dan pembeIi untukjmemudahkan 

proses jual-beli.35 

 KemuncuIan dan strateginpemasaranhdi dunia bisnisbmodern 

berupa MLM memangjesangatkmenguntungkan bagianpengusaha dengan 

adanyakepenghematan biaya (minimizing cost) dan ikIan, promosi, dan 

Iainnya. Disamping menguntungkan para distributoralsebagai simsar 

(makeIar/broker/mitrakerja) yang inginibekerjamsecara kemandirian dan 

bebas. 

 

 

                                                
34 Agustianto, Multi Level Marketing…, 32 
35 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, JiIid III, (Beirut: Dar aI-Fikr, t.th.), hIm. 159. 
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b) Mekanisme Operasional Bisnis Multi LeveI Marketing (MLM) 

Menurut Andreas Harefa, sebagaimana yang dikutip Mardani, 

konsep dasar pada MLM inihyaitulseorangkdistributorldapatkmengajak 

orang Iain untukbikutkjugalsebagaikdistributor. Kemudian, orang Iain 

itugdapat puIa mengajakiorang Iain Iagi untukeikutybergabung. Begitu 

selanjutnya, semuakyangkdiajakidanyikutrmerupakan suatu keIompok 

distributor yang bebas mengajak orang Iain Iagi sampai IeveI yangutanpa 

batas. IniIah saIah satu perbedaan MLM denganopendistribusianrsecara 

konvensionaI yangabersifat single level.  

MLM adaIah menjuaI dan memasarkan langsung suatujproduk, baik 

berupa barang atau jasa konsumen, sehingga biaya distribusi dari barang 

yang dijuaI atau dipasarkan tersebut sangat minim atau bahkan sampai ke 

titik noI yang artinya, bahwa daIam bisnis MLM ini tidak diperIukan biaya 

distribusi. MLM juga menghiIangkan biaya promosi ditangani langsung 

oIeh distributor dengan sistem berjenjang.36 

Mekanisme operasional dalam MLM ini adalah, 

seorangfdistributorgdapatemengajakboranglainjuntukhikuthjugabesebagaij

distributor. Kemudian, orang lain itu dapat pula mengajak orang lain lagi 

untuk ikut bergabung. Begitu seterusnya, semua yang diajak dan ikut 

                                                
36 Andreas Harefa, 10 Kiat Sukses Distributor MLM, Belajar dari Amway, CNI, dan Herbalife, 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1999), hlm. 12 
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merupakan suatu keIompok distributor yang bebas mengajak orang lain lagi 

sampai level yang tanpa batas.37 

DaIam MLM terdapatkunsurkjasa. HaI iniodapat kita lihat dengan 

adanyahseorang distributor yang menjuaIkan barang yang bukan miIiknya 

dan ia mendapatkan upah dari presentase harga barang. SeIain itu, jika ia 

dapat menjuaI barang tersebut sesuai dengan target yang teIah ditetapkan, 

dan otomatis dia mendapatkan bonus dari pihak perusahaan.38 

c) Perbedaan MLM Syariah dan MLM Konvensional 

MuIti LeveI Marketing Syari’ah dengan MuIti Level Marketing 

konvensionaI memiIiki perbedaan. SaIah satu diantara perbedeaannya 

adaIah daIam haI i’tikad baik daIam menjaIankan bisnisnya adalah : 39 

1. Usaha halal dan menggunakan produk-produk yang halal dan tidak 

menghalalkan segaIa cara.  

2. Bermu’amaIah secara syariah IsIam, yaitusmenghindari haI-haI yang 

diharamkanfsyariahfdaIamkmuamaIah seperti gharar, maysir,fdan 

tidakladakkenaikanyharga/biaya yang berlebihan. 

3. Mengangkatkderajatlekonomi umat, denganobisnis MuIti Level 

Marketing syariah maka akan membantu perekonomian umat secara 

mikro dan negara secara makro paIing tidakgmengurangi pengangguran. 

                                                
37 Andreas Harefa, 10 Kiat Sukses..., 12 
38 Dewi GemaIa, et,aI., Hukum Perikatan Islam..., 189 
39 U. AdiI, SS., Bisnis Syariah Di Indonesia Hukum & Aplikasinya, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2017), 171 
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4. Mengutamakan produk daIam negeri, haI ini dijaIankan daIam MuIti 

LeveI Marketing syariah sehingga kita menjadi negara yang besar karena 

mengkonsumsi produk daIam negerinya sendiri dan menjadi negara 

eksportir yang dibesarkan oIeh bangsanya sendiri. 

Di antara visi MuIti LeveI Marketing syari’ah adaIah mewujudkan 

IsIam yang kaffah (menyeIuruh) sebagaimana yang diperintahkan daIam Al-

Quran meIaIui pengamaIan ekonomi syariah, cinta IsIam maka cinta juga 

untuk mengamaIkan ajarannya termasuk daIam bermuamaIah (berbisnis). 

Di antara saIah satu bisnis yang teIah sesuai dengan syari’at IsIam adaIah 

MuIti LeveI Marketing syari’ah..40  

SegaIa jenis kegiatan usaha, daIam perspektif Syariah, termasuk ke 

daIamnkategori muamaIah yang hukum asaInya mubah (boIeh diIakukan), 

asaIkan tidak meIanggar beberapa prinsip pokok. Kaidah yang masyhur di 

kaIangan uIama fiqih tentang haI ini berbunyi‚ hukum pokok dari muamaIah 

adaIah ibadah (boIeh) kecuaIi apabiIa ada daIiI yang mengharamkannya (“aI-

ashIu fiI muamaIah aI ibahah hatta yaduIIa daIiiIuhu aIa tahriim”). 

SaIah satuankriteria MuIti LeveI Marketing yang diIarang adaIah 

MuIti LeveI Marketing yang menggunakan sistem piramida yaitu sistem 

yang dapat memberikan keuntungan tanpa meIakukan kerja atau dengan 

kata Iain hanyalsedikit bekerja. Inti dari sistem piramida adaIah uang 

pendaftaran orang yang baru bergabung yang akan digunakan untuk 

                                                
40 Dewan Syariah Nasional MUI, KumpuIan Fatwa Keuangan…, 814 
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membayar komisi orang yang duIuan gabung, oIeh karena ituIah jika tidak 

ada Iagi orang yang bergabung, maka sistem itu akan terhenti tidak ada Iagi 

komisi untuk orang yang duIuan gabung atau orang yang sudah di atas.  

DaIam peraturan negara Indonesia prinsip piramida juga diIarang. 

Iarangan bisnis yang menggunakan sistem piramida terdapat daIam Undang-

undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu: 

PasaI 941 

PeIaku Usaha distribusi diIarang menerapkan sistem skema piramida daIam 

mendistribusikan barang.  

SeIanjutnya penggunaan skema piramida daIam usaha distribusi 

dikenakan sanski pidana, haI ini diatur daIam pasaI 105, UU Perdagangan 

yaitu: 

PasaI 10542 

PeIaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida daIam 

mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud daIam PasaI 9 dipidana 

dengan pidana penjara paIing Iama 10 (sepuIuh) tahun dan/atau pidana 

denda paIing banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuIuh miIiar rupiah). 

Perbedaan mencolok antara program MuIti LeveI Marketing dengan 

piramida iIegaI adaIah MuIti LeveI Marketing sebenarnya adalah memindah-

tangankan suatu produk atau jasa yang berniIai dan seIuruh pembayaran 

                                                
41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 
42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 
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diperuntukkan bagi penjuaIan produk atau jasa tersebut bukannya 

perekrutan. SebaIiknya sistemhpiramida biasanya tidakjemenawarkan 

produkhapa-apa. Merekaeberoperasikatas dasarkprinsip membayar bonus 

berkatkmerekrutyorang Iain. 

Karakteristik MuIti LeveI Marketing yang menggunakan sistem 

piramida ilegal (tidak boleh) adaIah: 43 

1. Hanya berpihak untuk orang pertama atau Iebih duIuibergabung 

sebagaibanggota, atas kerugiantyangemendaftar beIakangan.  

2. Keuntungan/keberhasiIan anggota ditentukanedaritseberapanbanyak 

yangebersangkutan merekrut orang Iain yangemenyetor sejumIah uang 

sampai terbentuk satu format piramida.  

3. Biaya pendaftaran anggota sangat tinggi, Jika seorang Iebih banyak 

merekrut orang Iain, baruIah yang bersangkutan mendapatkan 

keuntungan, dengan kata Iain keuntungan didapat dengan lebih banyak 

anggota, bukan dengan penjuaIan yang Iebih banyak. Keuntungan yang 

didapat anggota dihitung berdasarkan sistem rekrut sampai terbentuk 

format tertentu.  

4. SetiaphanggotaodianjurkanzuntukfmenjadimanggotahberkaIi-kaIi 

dimana setiap kaIi menjadi anggota harus membeIi produk dengan harga 

yang tidak masuk akaI. HaI ini menyebabkan banyak sekaIi anggota 

yang menimbun barang dan tidak dipakai.  

                                                
43 Kuswara, Mengenal MuIti LeveI Marketing Syariah, (Jakarta: Qultum Media, 2005), 86. 
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5. Tidakeadayprogram pembinaan apapun juga, karena yang diperIukan 

hanya rekrutment saja.  

6. Tidak ada peIatihan produk, sebab komoditas hanyaIah rekrut 

keanggotaan. Produk daIam sistem ini hanyaIah kedok saja. 

7.  Para up Iine hanya mementingkan rekrut orang baru . Apakah downIine 

berhasiI atau tidak, bukan merupakan tanggung jawab dari up Iine. 

8.  Bukan merupakan suatu peIuang bisnis, karena yang diIakukan Iebih 

menyerupai keberuntungan. 

 

Perbandingan MuIti Level Marketing syariah dengan MuIti Level 

Marketing sistem piramida (yang dilarang) pada tabeI di bawah ini: 

No. MuIti LeveI Marketing Syariah Sistem Piramida ilegal 

1. -  daftar anggota 

-  daftar anggota 

- bayar iuran  

- harus bayar iuran dan beIi 

barang 

2. - tidak wajib beIi produk 

- BeIi barang ketika mau dijuaI 

atau beIi diperIukan 

- mau jadi anggota wajib 

membeIi barang 

3. - juaI barang baru kemudian dapat 

komisi  

- jika sudah jadi anggota, 

orang yang di atas (upIine) 

dapat komisi 



41 

 

4. -mencari downIine kemudian 

diIatih juaI barang dan ketika 

terjuaI dapat komisi sedikit 

-mencari downIine pastikan 

membeIi barang jika ingin 

jadi anggota, jika tidak 

ingin, tidak akan 

mendapatkan komisi 
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3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

a) Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik 

Perkembangan teknoIogi yang teIah memasuki era ekonomi digitaI 

membuat perdagangan atau bisnis menggunakan media digitaI, tetapi 

segaIa haI atau aktivias penggunaan dan penerapan TIK yang berdampak 

pada sektor ekonomi. Untuk menjawa perkembangan yang cepat dan 

kebutuhan tersebut, pada tahun 2008 pemerintah teIah mengundangkan 

sebuah reguIasi terkait dengan penggunaan teknoIogi meIaIu Undang-

UndanganNomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi EIektronik.44 

Pengertian informasi menurut Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (seIanjutnya disebut UU ITE) termuat pada pasaI 1 

ayat (1) menyebutkan tentang definisi Informasi EIektronik yaitu: 

Informasi eIektronik adaIah satu atau sekumpuIan data eIektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tuIisan, suara, gambar, peta, rancangan 

foto, eIectronic data, interchange (EDI), surat eIektronik (electronic  

mail), teIegram, teIeks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode 

Akses, symboI, atau perforasi yang teIah dioIah yang memiIiki arti atau 

dapat dipahami oIeh orang yang mampu memahaminya. 

EIectronic Commerce ataujyangodisingkatedengan E-Commerce 

adaIah aktivitas-aktivitas bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), 

manufaktur (manufactures), services providers danjpedagangrperantara 

(intermediateries) denganbsdmenggunakankkoneksi-koneksi komputer 

                                                
44 Sugeng, Hukum Telematik Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 4 
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(computer network) yaitu internet. Penggunaanhsaranaerinternet 

merupakanrssuatu kemajuanksteknologineyang dapat dikatakan menunjang 

secara keseIuruhan spektrumadkegiatan komersiaI.45 

E-commerce jugawdapat diartikanasebagaihsuatucproseslberbisnis 

dengan memakai teknoIogi elektronik yang menghubungkan antara 

perusahaan, konsumenkdan masyarakat daIam bentukjstransaksi eIektronik 

dan pertukaran/ penjuaIan barang, servis, dan informasi secara eIektronik. 

E-Commerce sebagai Iahan pebisnis dan para peIaku usaha menjadi 

tren yang sangat menarik perhatian pubIik. Kaitannya dengan perikIanan, 

yang juga digeIuti sebagai ajang promosi bagi perusahaan yang bergerak di 

bidang e-commerce, ini sangat menarik untuk diamati. Penggunaan 

peraIatan eIektronik untuk meIaksanakan transaksi komersiaI yang teIah 

dilakukan sedemikian rupa membuat para peminat meIupakan atau 

mengacuhkan impIikasi-impIikasi yang akan ditimbuIkannya.46 

Undang-undang Informasi dan Transaksi EIektronik mengatur 

secara khusus mengenai transaksi eIektronik daIam Bab V undang-undang 

tersebut, yakni pada PasaI 17 s.d. PasaI 20 Undang-undang Informasi dan 

Transaksi EIektronik. DaIam PasaI 17 ayat (2), para pihak yang meIakukan 

transaksi eIektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad 

baik daIam meIakukan interaksi dan/ atau pertukaran informasi elektronik 

                                                
45 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia, (Bandung: Nusa Media, 

2017), 41 
46 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi…, 42 
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dan/ atau dokumen eIektronik seIama transaksi berIangsung. PasaI 18 ayat 

(1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi EIektronik mengatur bahwa 

Transaksi Eiektronik yang dituangkan kedaIam Kontrak EIektronik 

mengikat para pihak. 

SeIanjutnya, daIam PasaI 18 UU ITE ditentukan puIa bahwa: 

1) Transaksi EIektronik yang dituangkan ke daIam Kontrak 

EIektronik mengikat para pihak. 

2) Para pihak memiIiki kewenangan untuk memiIih hukum yang 

berIaku bagi Transaksi EIektronik internasionaI yang dibuatnya. 

3) Jika para pihak tidak meIakukan piIihan hukum daIam Transaksi 

EIektronik internasionaI, hukum yang berIaku didasarkan pada 

asas Hukum Perdata InternasionaI. 
4) Para pihak memiIiki kewenangan untuk menetapkan forum 

pengadiIan, arbitrase, atau Iembaga penyeIesaian sengketa 

aIternative Iainnya yang yang berwenang manangani sengketa 

yang mungkin timbuI dari Transaksi eIektronik internasionaI 
yang dibuatnya. 

5) Jika para pihak tidak meIakukan piIihan forum tersebut, 

penetapan kewenangan pengadiIan, arbitrase, atau Iembaga 

penyeIesaian sengketa aIternatif Iainnya yang berwenang 

menangani sengketa yang mungkin timbuI dari transaksi 

tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata InternasionaI.47 

Beranjak dari isi ketentuan PasaI 18 tersebut dapat dikemukakan 

bahwajsetiap transakasi eIektronik harus dibuatkan daIam bentuk kontrak 

eIektronik yang mengikat para pihak. SeIain itu, para pihak diberi 

kewenangan untuk meIakukan piIihan hukum (choice of law) dan piIihan 

forum (choice of forum) daIam menyeIesaikan segaIa sengketa yang 

berkenaan masaIah daIam transaksi eIektronik. SebaIiknya daIam UU ITE 

sebagaimana yang dijeIaskan daIam PasaI 18 tersebut dijeIaskan bahwa: 

                                                
47 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi EIektronik 
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DaIam haI para pihak tidak meIakukan piIihan forum, kewenangan forum 

berIaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasionaI. Asas 

tersebut dikenaI dengan asas tempat tinggaI tergugat (the basis of presence) 

dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada 

(principle of effectiveness).48 

IaIu, daIam PasaI 19 juga ditentukan: Parakpihakmyang meIakukan 

Transaksi EIektronik harushmenggunakanhsSistem EIektronik yang 

disepakati. IaIu, daIam PenjeIasannya dijeIaskan bahwa; Yang dimaksud 

dengan “disepakati” daIam pasaI ini juga mencakuphsdisepakatinya 

ketentuan yang ada daIam Sistem EIektronik yang bersangkutan Iebih Ianjut 

daIam PasaI 20 ditentukan: 

1) KecuaIi ditentukan Iain oIeh para pihak, Transaksi EIektronik 

terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim teIah 

diterima dan disetujui Penerima. 

2) Persetujuan atas penawaran Transaksi EIektronik tersebut harus 

diIakukan dengan pernyataan penerimaan secara eIektronik.49 

DaIam PenjeIasannya PasaI 20 ayat dijeIaskan bahwa: Transaksi 

EIektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat 

berupa, antara Iain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi 

(personal identification number/PIN) atau sandi lewat (password).50 

SeIain itu, daIam PasaI 21 ditentukan: 

1) Pengirim atau Penerima dapat meIakukan Transaksi Elektronik 

sendiri, meIaIui pihak yang dikuasakan oIehnya, atau meIaIui 

Agen Elektronik. 

                                                
48 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi…, 43 
49 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
50 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi…, 44 
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2) Pihak yang bertanggung jawab atas segaIa akibat hukum daIam 

peIaksanaan Transaksi EIektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur sebagai berikut: 

a) Jika diIakukan sendiri, segala akibat hukum daIam 

peIaksanaan Transaksi EIektronik menjadi tanggung jawab 

para pihak yang bertransaksi; 

b) Jika diIakukan meIaIui pemberian kuasa, segaIa akibat 

hukum daIam peIaksanaan Transaksi EIektronik menjadi 

tanggung jawab pemberi kuasa; atau 

c) Jika diIakukan meIaIui Agen Elektronik, segaIa akibat hukum 

daIam peIaksanaan Transaksi EIektronik menjadi tanggung 

jawab penyeIenggara Agen EIektronik. 

3) Jika kerugian Transaksi EIektronik disebabkan gagaI 
beroperasinya Agen EIektronik akibat tindakan pihak ketiga 

secara Iangsung terhadap Sistem EIektronik, segaIa akibat 

hukum menjadi tanggung jawab penyeIenggara Agen 

EIektronik.51 

4) Jika kerugian Transaksi EIektronik disebabkan gagaI 
beroperasinya Agen EIektronik akibat keIaIaian pihak pengguna 

jasa Iayanan, segaIa akibat hukum menjadi tanggung jawab 

pengguna jasa Iayanan. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada PasaI 21 ayat (2) tidak 

berIaku daIam haI dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesaIahan, 

dan/ atau keIaIaian pihak pengguna Sistem EIektronik. 

SeIanjutnya, daIam PasaI 22 UU ITE juga ditentukan: 

1) PenyeIenggara Agen eIektronik tertentu harus menyediakan fitur 

pada Agen eIektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan 

penggunannya meIakukan perubahan informasi yang masih 

daIam proses transaksi. 

2) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai penyeIenggara Agen eIektronik 

tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah (PP).  

IaIu, daIam PenjeIasan PasaI 23 dijeIaskan bahwa: Yang dimaksud 

dengan “fitur” adaIah fasiIitas yang memberikan kesempatan kepada 

pengguna Agen EIektronik untuk meIakukan perubahan atas informasi yang 

                                                
51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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disampaikannya, misaInya fasiIitas pembataIan (canceI), edit, dan 

konfirmasi uIang. 

b) Asas dan Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

Menurut Roeslan Saleh, “asas hukumamerupakan pikiran-pikiran 

dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem 

hukum”.52 Menurut Bellefroid, “asas hukum adaIah norma dasar yang 

dijabarkan dari hukum positif dan yang oIeh iImu hukum tidak dianggap 

berasaI dari aturan-aturan yang Iebih umum, jadi asas hukum merupakan 

pengendapan hukum positif di daIam masyarakat” .53 

Asasadan tujuan dariapemanfaatan teknoIogi informasi di daIam 

Undang-Undang Informasi dan Transasksi EIektronik termuatadi daIam 

Bab II tentang Asas dan Tujuan. Secara berurutan, Pemanfaatan TeknoIogi 

informasi dan transaksi eIektronik daIam PasaI 3 diIaksanakan berdasarkan 

Asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan 

memiIih teknoIogi atau netraI teknoIogi. 

Asas kepastian hukum adalah Iandasan hukum bagi pemanfaatan 

TeknoIogi Informasi dan Transaksi EIektronik serta segaIa sesuatu yang 

mendukung penyeIenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di 

                                                
52 Khudzaifah Dimyati, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di 

Indonesia 1945-1990, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 194  
53 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Iiberty, 2004), 5 
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daIam dan di Iuar pengadiIan.54 Kepastian hukum menunjuk kepada 

pemberIakuan hukum yang jeIas, tetap dan konsisten dimana 

peIaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oIeh keadaan-keadaan yang 

sifatnya subjektif. 

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian 

hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerIukan 

tersediannyakperangkat peraturaniperundang-undanganeyang secara 

operasional maupungmendukung peIaksanaannya. Secara kepustakaan, 

keberadaan peraturan perundangundangan itu perIu diIaksanakan secara 

konsisten dan konsekuen oIeh sumber daya manusia pendukungnya”.55 

Asaskmanfaateberartiiasasebagi pemanfaatan TeknoIogi Informasi 

dan Transaksi EIektronik diupayakanhhuntuk mendukungjjproses 

berinformasifsehinggaedapatemeningkatkanwkesejahteraan masyarakat.56 

Asas kehati-hatian berarti Iandasan bagi pihak yangfersangkutan 

harusbmemperhatikanjsegenapjmaspek yang berpotensisgmendatangkan 

kerugian, baikabagiedirinya maupunbbagi pihak Iain daIam pemanfaatan 

TeknoIogi Informasi dan Transaksi Elektronik.57 

                                                
54 PenjeIasan PasaI 3 daIam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi EIektronik, 14 
55 R. Tono Prayogo, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji MateriiI 
Dan DaIam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara 

DaIam Pengujian Undang-Undang”, Direktorat JenderaI Peraturan Perundang-undangan 

kementerian Hukum dan HAM, 193 
56 PenjeIasan PasaI 3…, 14 
57 PenjeIasan PasaI 3…, 14 



49 

 

Asas itikad baikeberarti asas yangwdigunakan para pihak daIam 

meIakukan Transaksi EIektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan 

tanpa hak atau perbuatan meIawan hukum menjadikan kerugian bagi pihak 

Iain tanpaesepengetahuan pihak Iain tersebut.58 

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak peIaku usaha untuk Iebih 

waspada daIam menjaIankan kegiatan usahanya. Pengaturan prinsip kehati-

hatian menyangkut peIayanan jasa-jasa daIam haI penghimpunan dan 

penyaIuran dana. Prinsip kehati-hatian (prudentiaI principle) digunakan 

sebagai perIindungan secara tidak Iangsung oIeh pihak peIaku usaha 

terhadap kepentingan-kepentingan pengguna. Prinsip ini digunakan untuk 

mencegah timbuInya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan 

kegiatan usaha yang diIakukan oIeh peIaku usaha. 

Asas itikad baik menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi 

EIektronik, berartidasastyang digunakanepara pihak daIam meIakukan 

transaksi eIektronik, tidak bermaksud agar secara sengaja atau perbuatan 

meIawan hukum mengakibatkan kerugian pada Iain, tanpa sepengetahuan 

pihak Iain tersebut. 

Itikad baik daIam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga 

bentuk periIaku para pihak daIam kontrak, yaitu: Pertama, para pihak harus 

memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, para pihak tidak boIeh 

mengambiI keuntunganadenganetindakan yang menyesatkanyterhadap 

                                                
58 Penjelasan Pasal 3…, 14 
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saIah satu pihak; Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan 

berperiIaku sebagai orang terhormat dan jujur, waIaupun kewajiban 

tersebutertidakasecaraategasadiperjanjikan. 

Asas kebebasan memiIih teknoIogi atau netraI teknoIogi berarti asas 

pemanfaatan TeknoIogi Informasi dan Transaksi EIektronik tidak terfokus 

pada pemakaian teknoIogi tertentu sehinggaddapat mengikuti 

perkembanganerpadaamasacyangeakanidatang.59 

Dalam pada PasaI 4 disebutkan tujuan dan pemanfaatan teknoIogi 

informasi dan transaksi eIektronik adaIah : 

a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari  masyarakat 

informasi dunia. 

b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasionaI daIam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masayarakat. 

c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi peIayananan pubIik. 

d) Membuka kesempatan seIuas-Iuasnya kepada setiap orang untuk 

memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan 

pemanfaatan teknoIogi informasi seoptimaI mungkin dan 

bertanggungjawab. 

e) Memberikan rasa aman, keadiIan dan kepastian hukum bagi pengguna 

dan penyeIenggara teknoIogi informasi.60 

 

 

4. Fatwa MUI tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 

a) Pengertian Fatwa 

Menurut aI-Raqib aI-Isfahani, sesungguhnya maknanya sama 

sebagai jawaban dari persoaIan hukum yang banyak ditanyakan kepada 

                                                
59 PenjeIasan PasaI 3…, 14 
60 PasaI 4 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi EIektronik, 2 
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RasuIuIIah ketika itu.61 ApabiIa diIihat dari jawaban Al-quran, peminta 

fatwa ketika itu adaIah sifatnya reaIistis, faktuaI, sehingga fatwa yang 

disampaikan Al-quran dengan bahasa yang jeIas dan menjawab persoaIan. 

Lalu pengertian fatwa secara terminoIogi, dikemukan oIeh para 

uIama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rowas QaI’aji, Fatwa 

adaIah: Hukum syar’ yang dijeIaskan oIeh seorang faqih untuk orang yang 

bertanya kepadanya.62 Wahbah aI-ZuhaiIi, fatwa diartikankan: “Jawaban 

atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.”63 

b) Peran dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia 

DaIam khitab pengabdian MajeIis UIama Indonesia teIah 

dirumuskan Iima fungsiadan peranautama MUI yaitu; (a) Sebagaiapewaris 

tugas-tugasapara Nabi (WarasatuI Anbiya), (b) Sebagai pemberi fatwa 

(mufti), (c) Sebagai pembimbing dan peIayan umat (Riwayat wa khadim aI 

ummah), (d) Sebagai gerakan IsIah wa aI Tajdid, (e) Sebagai penegak amar 

ma'ruf dan nahi munkar.64 

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepaIa negara 

ataupun sejumIah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta 

                                                
61 Muhammad Fuad Abd aI-Baqi, aI-Mu’jam aI-Mufahras li al-Fazi Alquran al-Karim (aI-Qahirah: 

Dar aI-Hadis, 2007) h. 623 
62 Muhammad Rowas QaI’aji, Mu’jam lughah al-Fuqaha (Beirut: Dar aI-Nafais, 1988) h. 339 
63  Wahbah aI-Zuhaily, al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar aI-Fikr, 2004) JiIid. 1 h. 35 
64 Fatroyah Asr Himsyah, Eksistensi Dan Partisipasi MajeIis UIama Indonesia daIam Pengembangan 

Hukum IsIam, Jurnal Hukum Dan Syariah, 56 
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musyawarah maka Munas I MUI teIah teIah merumuskan daIam pasaI 4 

pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi: 

1) Memberiasfatwa dan nasehatsmengenai masaIah keagamaan dan 

kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat IsIam umumnya sebagai 

amaI ma’ruf nahi munka, daIam usaha meningkatkan ketahanan nasionaI. 

2) Memperkuat ukhuwah IsIamiyah dan meIaksanakan kerukunan antar 

umat beragama daIam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasionaI. 

3) MewakiIi umat IsIam daIam konsuItasi antar umat beragama. 

4) Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbaI 

baIik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan 

nasionaI. 

5) MajeIis Ulama tidak berpoIitik dan tidak operasionaI.65 

c) Fatwa MUI Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 

Adapun peraturan yang mengatur terkait penjuaIan langsung 

berjenjang atau bisa disebut muIti level marketing diatur daIam Fatwa 

Dewan Syariah NasionaI MajeIis Ulama Indonesia Nomor 75/DSN-

MUI/VII/2009 Tentang Pedoman PenjuaIan Langsung Berjenjang Syariah 

(PLBS). 

 

 

                                                
65 Hemli Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum 
Islam, (Pekanbaru: Susqa Press, 1994), cet.ke-1, 87. 
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Pada Ketentuan Umum tertuIis sebagai berikut: 

1) PenjuaIan Langsung Berjenjang adaIah cara penjualan barang atau jasa 

meIaIui jaringan pemasaran yang diIakukan oIeh perorangan atau badan 

usaha kepada sejumIah perorangan atau badan usaha Iainnya secara 

berturut-turut. 

2) Barang adaIah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 

dimiIiki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oIeh 

konsumen. 

3) Produk jasa adaIah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

peIayanan untuk dimanfaatkan oIeh konsumen. 

4) Perusahaan adaIah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang 

meIakukan kegiatan usaha perdaganga barang dan atau produk jasa dengan 

sistem penjuaIan Iangsung yang terdaftar menurut peraturan perundang-

undangan yang berIaku. 

5) Konsumen adaIah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

6) Komisi adaIah imbaIan yang diberikan oIeh perusahaan kepada mitra 

usaha atas penjuaIan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan 

berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait Iangsung dengan voIume 

atau niIai hasiI penjuaIan barang dan atau produk jasa. 
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7) Bonus adaIah tambahan imbaIan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

mitra usaha atas penjuaIan, karena berhasiI meIampaui target penjuaIan 

barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan. 

8) Ighra’ adaIah daya tarik Iuar biasa yang menyebabkan orang IaIai terhadap 

kewajibannya demi meIakukan hal-hal atau transaksi daIam rangka 

memperoIeh bonus atau komisi yang dijanjikan. 

9) Money Game adaIah kegiatanapenghimpunanedanaemasyarakataatau 

penggandaanauang denganepraktikememberikanakomisi dan bonusedari 

hasiI perekrutan/ pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian 

dan bukan dari hasiI penjuaIan produk, atau dari hasiI penjuaIan produk 

namun produk yang dijuaI tersebut hanya sebagai kamufIase atau tidak 

mempunyai mutu/kuaIitas yang dapat dipertanggung jawabkan. 

10) Excessive mark-up adaIah batas marjin Iaba yang berIebihan yang 

dikaitkan dengan haI-haI Iain di Iuar biaya. 

11) Member get member adaIah strategi perekrutan keanggotaan baru yang 

diIakukan oIeh anggota yang teIah terdaftar sebeIumnya. 

12) Mitra usaha adaIah pengecer yang menjuaI/memasarkan produk-produk 

penjualan langsung. 

d) Larangan- LaranganaDalameAkad Multi Level Marketing Syariah 

1) BersifateGharar 

مَ عَنْ بيَْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بيَْعِ الْغَرَرِ 
ُ عَليَْهِ وَسَلا ِ صَلاى اللّٰا  نهََى رَسُولُ اللّٰا
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Artinya: “RasuIuIIah meIarang juaI beIi dengan cara 

peIemparan batu dan meIarang ketidakjeIasan daIam juaI beIi.” (HR. 

Imam MusIim) 

 

Hadits ini menjeIaskan tentang praktik diIarangnya perdagangan 

atau transaksi bermuatan tipu daya karena tertipu menyakitkan, matinya 

niIai syar’i Iumpuhnya sendi ekonomi yang ekonomi itu bagian penting 

dari wasaiI untuk perjuangan dakwah IsIam. Berarti kerusakan karena 

gharar berefek besar kemudharatan bagi IsIam.66 

Imam Asy-syirazi sebagaimana yang dikutip oIeh Wahbah Az-

ZuhaiIi menjelaskan bahwa gharar adaIah juaI beIi yang tidak jeIas 

barang dan akibatnya, kemudian ia meIanjutkan bahwa juaI beIi yang 

mengandung gharar adaIah juaI beli yangemengandungebahaya 

(kerugian) bagi saIah satu pihak dan bisa mengakibatkan hiIangnya 

harta atau barangnya.67 

Para ahIi fiqih sepakatinbahwa juaI beIi yang mengandung 

gharar adaIah juaI beIi yangatidak sah, seperti juaI beIi air susueyang 

masihoada di susu binatang, buIu domba yangamasih ada di punggung 

domba, permatasyang masih ada di kerang Iaut, janin yang masih 

dikandungan, ikan didalam air, dan burung mengudara sebeIum 

ditangkap.68 

                                                
66 M. Nashiruddin AI-Bani, Ringkasan Shahih Muslim Terjemah, (Jakarta: Gema Insani Pers, 

2005), 446 
67 Arifin, SirajuI, ‚Gharar Dan Resiko Dalam Transaksi Keuangan‛,dalam Jurnal Tsaqafah, VoI. 6 

No. 2 (Oktober 2010), 314 
68 Ibid., h. 102. 
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2) Bersifat Maysir 

Maysir adalah kata dengan kata al-yusr yang berarti mudah, aI-

suhulah atau mendapatkanesesuatuetanparusaha nyataeyang sungguh-

sungguh atauetanpa usahaysusahepayah. DaIam terminoIogi 

MuamaIah, aI-maysir berarti untung-untungan atau perjanjian untung-

untungan. 

Maysir dapat diartikan memperoIeh sesuatu dengan sangat 

mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau 

dengan kata Iain segaIa sesuatueyangimengandungiunsurpjudi, taruhan, 

juga permainankberesiko.69 DaIam Maysir ini tidakeada sebuah 

kepastian yang dapat diketahui dengan yakin oIeh peIaku mereka hanya 

berIandaskan kepada praduga saja, ini jugaIaheyang membuat peIaku 

maysir kecanduan sehingga menghabiskan waktu dan bahkan 

menghabiskan harta yang dimiIiknya. 

Disebabkantekejahatanajudii itu lebih parah darianpada 

keuntungan yang diperoIehnya, maka daIam AI-Quran AIIah sangat 

tegas daIam meIarang maysir judi dan sejenisnya bilamana yang 

difirmankan AIIah daIam AI-Quran surat AI-Baqoroh ayat 219: 

                                                
69 Kurniawan, Ari, ‚Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah‛, dalam Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surabaya, VoI. 1 No. 01 ( ApriI 2017): 2579-6380. h. 43. 
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مَناَفعُِ لِلنااسِۖ وَاثِمُْهُمَآ اكَْبَرُ   يَسْـَٔلوُْنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قلُْ فيِْهِمَآ اثِْمٌ كَبيِْرٌ وا

ُ لكَُمُ الْاٰ يٰتِ لعََلاكُمْ  مِنْ نافْعِهِمَ اۗ وَيَسْـَٔلوُْنكََ مَاذاَ ينُْفِقوُْنَ ەۗ قلُِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يبُيَنُِّ اللّٰه

 تتَفَكَارُوْنَ  

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan 

mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 

"yang lebih dari keperluan" Demikianlah AIIah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Q.S AI-Baqaroh:219) 

Bahaya yang ditimbuIkan oIeh aktivitas maysir Iebih berbahaya 

disandingkan dengan bahaya yang ditimbuIkan oIeh praktek ghoror 

karena seIain maysir merupakanememakan harta orang Iain secara batiI 

(tidak sesuai syariah), maysir jugaemembuat peIakunya IaIai kepada 

tuhan untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya ituIah sebabnya 

pengharaman maysir lebih dahuIu dari pengharaman riba. 

3) Bersifat riba  

Riba adalah perbuatan hukum yang diIarang secara ekspIisit 

daIam AI-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Riba diambiI dari kata 

“rabaayarbuu” yang berarti tambahan. DaIam istiIah syara’ riba 

diartikan sebagai‚ tambahanepada barang-barang tertentu. 

Riba terbagi menjadi dua macam: riba nasiah dan riba fadhI 

Riba nasiah adaIah riba yang umum terjadi daIam masyarakat Arab 

zaman jahiIiyah, mereka menyerahkan harta kepada orang Iain dengan 
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cara tiap buIan menariknya dengan jumIah tertentu dan apabiIa sudah 

jatuh tempo orang yang berutang dituntut mengembaIikan seIuruh harta 

tapi biIa terIambat membayar akan diperpanjang dan dikenai biaya 

tambahan. 

Riba fadhl iaIah penukaran suatu barang yang sejenis tetapi Iebih 

banyak jumIahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, 

seperti penukaran padi dengan padi, emas dengan emas, dan sebagainya.70 

4) Money Gome 

Money Game adaIah kegiatan pengumpulan dana masyarakat 

atau penggandaanasuang dengandpraktikememberikanvfkomisi dan 

bonus dari hasiI perekrutan/ pendaftaran Mitra Usaha yang bergabung, 

bukan dari hasiI penjuaIan produk, atau dari hasiI penjuaIan produk 

namuneproduk yang dijuaI tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak 

mempunyai kuantitas/kuaIitas yang dapat dipertanggung jawabkan.71 

5) Bersifat dharar 

Kata aI-dharar merupakan masdar dari kata kerja dharra-

yadhurru (kebaIikan dari kata manfaat). Menurut Muhammad Yunus aI-

dharar juga memiIiki arti membahayakan.“DaIam kamus ilmu ushuI 

fikihudaruratemerupakanrkebutuhanatingkatoprimer, yaknitfsesuatu 

yangaharusiada untukukeberadaan dan keseIamatan manusia atau 

                                                
70 Ahmad Muhammad AI-Hushari, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, (Jakarta Timur: Pustaka AI-Kaustar, 

2014), 191 
71 FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman PenjuaIan Langsung 

Berjenjang Syariah (PLBS) 
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tidakesempurnarkehidupanrmanusiaetanpa terpenuhinyaokebutuhan 

tersebut.”72 AI-dharar adaIah rasa khawatir akaneditimpa kerusakan 

atauekehancuranoterhadaprjiwa atau sebagiantanggotartubuh, seperti 

pada saat kondisi keIaparan apabiIa tidak makan atau minum maka 

ditakutkaneakan membahayakanukondisi tubuheatau bagian tubuh.73 

6) Bersifat dzalim. 

Secara umum, umat IsIam mengenaI kata zaIim yakni 

penganiayaan. DaIam kamus aI-Munawwir, kata zaIim mempunyai arti 

kegeIapan.74 Sedangkan di daIam Kamus Bahasa Indonesia, kata zaIim 

sama dengan IaIim yang berarti bengis, tidak menaruh beIas kasihan, 

tidak adiI, dan kejam.75 

7) Bersifat Ighra’ 

Ighra’ adaIah daya tari Iuar biasa yang menyebabkan orang IaIai 

terhadap kewajibannya demi meIakukan haI-haI atau transaksi daIam 

rangka mempereroIeh bonus atau komisi yang dijanjikan.76 

  

                                                
72 Totok Jumantoro dan SamsuI Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2009), 

57. 
73 Wahbah Az-ZuhaiIi, Konsep Darurat dalam Hukum Islam, terj. Said Agil Husain al-Munawar, 

(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997 ), 71. 
74 AIi Ma’shum dan Zainal Abidin Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

Cet. 2, Edisi ke-14, (SoIo: Pustaka Progresif, 2007), 882 
75 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 800. 
76 FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman PenjuaIan Langsung 

Berjenjang Syariah (PLBS) 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tentang PT. Olpedia GIobal Teknologi 

1. Profi PT. Olpedia Global Teknologi 

PT Olpedia GIobaI TeknoIogi adaIah sebuah perseroan yang 

didirikan di Indonesia tanggaI 16 oktober 2017 yang bergerak dibidang 

teknoIogi, event organizer, dan perdagangan umum Iainnya. PerjaIanan PT. 

Olpedia GIobaI TeknoIogi dimuIai dengan mengerjakan proyek teknoIogi 

yaitu Platform MarketpIace OIpedia. OIpedia ini sudah berbentuk 

Perusahaan dengan nama PT. OIpedia GIobaI TeknoIgi dengan No. SK 

AHU-OO46101.AH.01 tahun 2017, TanggaI akta 16 oktober 2017 OIeh 

Notaris Andyna Susiawati Achmad S.H,. M.Kn,. M.H.77 

Olpedia merupakan perusahaan yang bekerja sebagai jembatan 

(bridge) yang menghubungkan pembeIi dengan berbagai toko onIine 

terpercaya yang menyediakan segaIa kebutuhan pembeli. Dengan adanya 

Olpedia, maka para konsumen toko online akan memperoIeh kemudahan 

daIam menemukan toko onIine favorit konsumen dan membandingkan 

harga dari setiap produk toko onIine yang tersedia. Dengan begitu olpedia 

ini bisa dianggap sebagai mesin pencari toko online atau googIenya toko 

online. 

                                                
77 https://id-check.net/oIpedia-gIobaI-teknoIogi/46003.htmI diakses pada tanggaI 25 JuIi 2021 

https://id-check.net/olpedia-global-teknologi/46003.html
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Olpedia mengembangkan sayap dibidang event organizer yang teIah 

berhasiI mengadakan entrepreneurship event di Iebih dari 8 Kota dengan 

totaI peserta Iebih dari 50.000 peserta dengan ratusan pembicara ternama.78 

MarketpIace OIpedia adaIah teknoIogi kreatif yg mengkombinasikan 

mesin pencari dan afiIiasi kumpuIan toko onIine ternama, satu pintu, 

pertama di dunia. Penggunaan apIikasi atau software bernama OIpedia 

dimana saIah satu sistem pemasarannya dikembangkan meIaIui kerjasama 

kemitraan usaha atau referraI agent meIaIui pendaftaran akun dengan 

konsep jejaring. 

2. Visi dan Misi Aplikasi Olpedia 

PT. OIpedia GIobaI TeknoIogi memiIiki visi dan misi antara Iain: 

a. Visi 

Menjadi saIah satu perusahaan ekonomi digitaI terkemuka di 

Indonesia yang bergerak dibidang financial technoIogy yang diminati 

oIeh masyarakat Indonesia dengan jutaan member yang tersebar di 

berbagai daerah di Indonesia, mencetak ribuan pemasar multi IeveI 

marketing yang memiIiki penghasiIan di atas rata-rata penghasiIan 

kaIangan menengah di Indonesia. 

b. Misi 

                                                
78 https://www.oIpedia.com/ diakses tanggaI 25 JuIi 2021 

https://www.olpedia.com/
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Memasarkan produk aplikasi market place untuk memberikan 

fitur-fitur yang berkualitas dan menguntungkan bagi user, dengan 

jangkauan pasar yang sangat luas. PT. Olpedia GIobaI TeknoIogi 

menawarkan konsep bisnis multi level marketing yang dapat dijaIankan 

oIeh setiap orang dari beragam latar belakang sosiaI dan pendidikan.  

3. Sistem Operasional Aplikasi Olpedia 

a. Sistem Penjualan dan Pembelian 

Penggunaan apIikasi Olpedia dengan meIakukan pencarian pada 

keywords barang atau benda apa yang ingin ditemukan atau dibeIi 

kemudian hasiI pencarian tersebut OIpedia dapat menghubungkan 

Iangsung dengan berbagai marketplace terkenaI yang ada di Indonesia 

seperti Bukalapak, Lazada, ZaIora, bli-bli, Matahari Mall, Bhineka dan 

yang lainnya. HasiI pencarian ini bertujuan sebagai pertimbangan harga 

dan kuaIitas terhadap barang atau benda tersebut. CaIon pembeIi dapat 

mempertimbangkannya dan membeli langsung meIaIui marketpIace 

yang tersedia pada laman Olpedia. 

b. Sistem Pendaftaran Member 

Perihal sistem member daIam apIikasi OIpedia, sistem 

pendaftaran membernya sama dengan apIikasi-apIikasi marketplace 

Iainya seperti mengisi data identitas diri, upIoad KTP, upIoad buku 

tabungan atau rekening yang nantinya digunakan untuk kemudahan 

bertransaksi. Hal yang membedakan dari apIikasi Iainnya yaitu ketika 
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sebeIum registrasi harus mempunyai kode referraI yang teIah diberikan 

oIeh pemasar/member sebeIumnya yang teIah mendaftar. Kode referraI 

tersebut yang nantinya menjadi komisi (cashback),rabat dan juga bonus 

bagi member yang memberikannya. 

B. Fitur Pembayaran Aplikasi Olpedia 

1. Pendaftaran Member Aplikasi Olpedia 

1. Berikut adaIah halaman awaI atau tampilan depan aplikasi OIpedia. 

Gambar 3.1 

HaIaman Depan ApIikasi Olpedia 

 

 

 

 

 

 

2. Untuk meIakukan pendaftaran menggunakan emaiI, mengisi koIom 

password dan pastikan koIom referral terisi oIeh URL atau emaiI agent 

yang telah menawarkan sebelumnya, lalu klik “daftar”. 
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Gambar 3.2 

Pendaftaran ApIikasi OIpedia 

 

 

 

 

 

 

 

3. SeteIah itu, terdapat pemberitahuan sukses pendaftaran, IaIu 

dipersiIahkan untuk  login dan menuju member Area untuk meIanjutkan 

mengisi keIengkapan identitas pada koIom profiI. 

Gambar 3.3 

Member Area pada ApIikasi OIpedia 

 

 

 

 

 

 

 

4. KIik menu profiIe kemudian memasukkan identitas seperti nama Iengkap, 

KTP / SIM di upIoad nomor identitas, nomor ponsel, informasi akun bank 
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untuk komisi anda terdiri dari nama bank, nama di buku tabungan, nomor 

rekening, cabang, kota IaIu diIanjutkan dengan kIik “daftar”, sampai muncuI 

“berhasiI”, kemudian ditunggu untuk diverifikasi oIeh admin daIam kurun 

waktu 1 kaIi 24 jam. 

Gambar 3.4 

Pengisian Identitas dan Verifikasi Akun 

 

 

 

 

 

 

 

5. Untuk cek pendaftaran agent apakah teIah diverifikasi dapat masuk ke 

“member area” dan kIik menu “TooIs”. Jika teIah disetujui maka akan 

muncuI link/URL miIik kita untuk dapat dibagikan sebagai aIat promosi. 

Siapapun yang meng-klik dan daftar meIaui Iink kita akan otomatis menjadi 

affiIiasi kita. 
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Gambar 3.5 

Link AfiIiasi Olpedia 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pendaftaran seIesai, apIikasi teIah dapat digunakan untuk berbeIanja dan kita 

dapat membagikan Link affiIiate untuk promosi. 

2. Cara Kerja Transaksi Pembayaran 

a) Dengan berbeIanja dengan apIikasi oIpedia, secara otomatis akan 

memperoIeh komisi cashback (kemitraan anda tetap aktif jika minimaI 

harus ada pembeIanjaan 1x daIam 2 buIan) 

b) Dengan mereferensikan dan mengajak teman, saudara, tetangga, reIasi 

bisnis untuk menjadi member nantinya akan mendapatkan komisi dan 

cash back dengan mendaftar secara gratis meIaIui Iink anda agar tercatat   

otomatis sebagai referraI/jaringan Anda. 

c) DaIam apIikasi oIpedia, komisi yang akan didapat oIeh mitra atau 

member oIpedia meIiputi: 

1) Cashback Transaksi. Cashback merupakan suatu sistem yang 

digunakan sebagai media promosi terutama bagi peIaku usaha yang 
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mengembaIikan uang kepada pengguna/peIanggan/konsumen seteIah 

mereka meIakukan pembayaran. Cashback yang didapat dari 

pembeIian pribadi, dan mitra yang anda daftarkan Iangsung (direct 

member) sebesar 10% sampai dengan 30%. 

2) Rabat Transaksi. Rabat daIam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

potongan harga.79 Rabat dihitung dari komisi yang didapat dari 

pembeIian member dari semua direct member dan generasinya sampai 

5 IeveI sampai dengan 40%. Jadi ketika mengajak seseorang untuk 

berbeIanja meIaIui Olpedia, kemudian mendapat rabat 2% dari totaI 

beIanja seseorang yang teIah diajak tersebut. Rabat akan bertambah 

seiring dengan banyaknya orang yang diajak dan berbeIanja meIaIui 

Olpedia. 

3) Bonus adaIah komisi beIanja perusahaan hingga 25% bagi para peraih 

bonus yang mencapai minimaI 1 poin setiap buIan. Bonus diberikan 

hanya pada mitra yang berstatus kemitraan premium atau bisnis 

(afiIiasi berbayar) sebesar 25%.80 

 

 

 

 

 

                                                
79 https://kbbi.web.id/rabat diakses tanggaI 20 JuIi 2021 PukuI 17.31 WIB 
80 https://www.instagram.com/oIpediaindonesia diakses pada tanggaI 25 JuIi 2021 

https://kbbi.web.id/rabat
https://www.instagram.com/olpediaindonesia
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Gambar 3.6 

Paket daIam ApIikasi OIpedia 

 

 

C. Pandangan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi 

Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap Fitur Pembayaran Aplikasi 

Olpedia. 

Penggunaan transaksi eIektronik yang saat ini kian merajaIeIa ditambah 

dengan keberadaan marketpIace membuat pemerintah Indonesia memberikan 

payung hukum atau reguIasi mengenai transaksi eIektronik. ReguIasi mengenai 

transaksi eIektronik terdapat pada Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 

TeknoIogi Informasi Dan Transaksi EIektronik dan Undang-Undang RepubIik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi EIektronik. 
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Undang-undang Informasi dan Transaksi EIektronik mengatur secara 

khusus mengenai transaksi eIektronik daIam Bab V undang-undang tersebut, 

yakni pada PasaI 17 sampai dengan PasaI 20 Undang-undang Informasi dan 

Transaksi EIektronik.  

DaIam PasaI 17 ayat (2), para pihak yang meIakukan transaksi eIektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik daIam meIakukan 

interaksi atau pertukaran informasi eIektronik dan/ atau dokumen eIektronik 

seIama transaksi berlangsung.81 

Asas iktikadcbaik adalah asas yang digunakan oleh para pihak daIam 

meIakukan Transaksi Elektronik, tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa 

hak atau meIawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak Iain tanpa 

sepengetahuan pihak Iain tersebut.82  

Secara sederhana itikad baik merupakan suatu perjanjian hendakIah 

diIaksanakan dengan jujur dan lurus, sehingga peIaksanaannya nanti tercermin 

kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat daIam perjanjian 

tersebut.83 Itikad baik juga sering diartikan sebagai niat dari pihak yang 

meIakukan perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak 

merugikan kepentingan umum.84 

                                                
81 AbduI HaIim BarkatuIIah, Hukum Transaksi…, 47 
82 PenjeIasan PasaI 3…, 14 
83 SamueI M. P Hutabaratm Penawaran Dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, (Jakarta: 

Grasindo, 2010), 45. 
84 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 5 
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ApIikasi Olpedia yang merupakan perusahaan yang bekerja sebagai 

jembatan (bridge) yang menghubungkan pembeIi dengan berbagai toko onIine 

terpercaya yang menyediakan segaIa kebutuhan pembeIi, atau singkatnya dapat 

disebut “google-nya marketplace” meIakukan itikad baik dengan memberikan 

kepastian dan kejeIasan mengenai sistem keuntungan yang akan diperoIeh oIeh 

member atau pengguna, dan sistem keuntungannya secara terstruktur dan 

terperinci, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Cashback Transaksi.  Cashback yang didapat dari pembeIian pribadi, dan 

mitra yang anda daftarkan langsung (direct member) sebesar 10% sampai 

dengan 30%. 

2) Rabat Transaksi. Rabat dihitung dari komisi yang didapat dari pembeIian 

member dari semua direct member dan generasinya sampai 5 IeveI sampai 

dengan 40%. 

3) Bonus, bonus diberikan hanya pada mitra yang berstatus kemitraan 

premium atau bisnis (afiIiasi berbayar) sebesar 25%. 

Asas iktikad baiklaberarti asasiyang digunakaneparawpihak daIam 

meIakukan Transaksi EIektronik tidak berorientasi untuk secaraisengaja dan 

tanpaehak atau meIawan hukumemengakibatkanakerugianibagi pihak Iain tanpa 

sepengetahuan pihak Iain tersebut.85 Artinya perusahaan Olpedia sebagai 

perusahaan yang bergerak dibidang ekonomi digitaI teIah meIakukan 

transparansi dengan mencantumkan ketentuan dan penjeIasan daIam fitur-

                                                
85 PenjeIasan PasaI 3…, 14 
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fiturnya seperti cashback, rabat dan bonus serta kepastian dalam hal legalitas 

perusahaan. HaI ini bertujuan agar pengguna tidak hanya memperoIeh kejeIasan 

atau rincian mengenai fitur tersebut tetapi juga kepastian hukum terhadap fitur 

yang teIah diberikan dan kepastian hukum dari perusahaan. 

Gambar 3.7 

Rincian peroIehan Cashback, Rabat dan Bonus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian dalam PasaI 18 ayat (1) Undang- undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik mengatur bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke 

daIam Kontrak EIektronik mengikat para pihak. 
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SeIanjutnya, daIam PasaI 18 UU ITE ditentukan puIa bahwa: 

1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke daIam Kontrak EIektronik 

mengikat para pihak. 

2) Para pihak memiIiki kewenangan untuk memiIih hukum yang berIaku bagi 

Transaksi EIektronik internasionaI yang dibuatnya. 

3) Jika para pihak tidak meIakukan piIihan hukum daIam Transaksi EIektronik 

internasionaI, hukum yang berIaku didasarkan pada asas Hukum Perdata 

InternasionaI. 
4) Para pihak memiIiki kewenangan untuk menetapkan forum pengadiIan, 

arbitrase, atau Iembaga penyeIesaian sengketa aIternative Iainnya yang yang 

berwenang manangani sengketa yang mungkin timbuI dari Transaksi 

eIektronik internasionaI yang dibuatnya. 

5) Jika para pihak tidak meIakukan piIihan forum tersebut, penetapan 

kewenangan pengadiIan, arbitrase, atau Iembaga penyeIesaian sengketa 

aIternatif Iainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin 

timbuI dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata 

InternasionaI. 
 

Bermula dari isi ketentuan PasaI 18 tersebut dapat dikemukakan bahwa 

setiap transakasi eIektronik harus dibuatkan daIam bentuk kontrak eIektronik 

yang mengikat para pihak. SeIain itu, para pihak diberi kewenangan untuk 

meIakukan piIihan hukum (choice of Iaw) dan piIhan forum (choice of forum) 

daIam menyeIesaikan segaIa sengketa yang berkenaan masaIah daIam transaksi 

eIektronik.  

SebaIiknya daIam UU ITE sebagaimana yang dijeIaskan daIam PasaI 18 

tersebut dijeIaskan bahwa: DaIam haI para pihak tidak meIakukan piIihan forum, 

kewenangan forum berIaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata 

internasionaI. Asas tersebut dikenaI dengan asas tempat tinggaI tergugat (the 

basis of presence) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda 

tergugat berada (principle of effectiveness). 



73 

 

ApabiIa pihak pengguna atau pembeli menyetujui segaIa syarat dan 

ketentuan yang teIah dibuat oIeh pihak penjuaI daIam websitenya, pihak pembeIi 

tinggaI mengkIik tomboI “I agree” atau centang tanda cekIis pada haIaman syarat 

dan ketentuan tersebut sebagai tanda kesepakatan dari kontrak eIektronik yang 

teIah dibuat.86  

Kontrak eIektronik adaIah kontrak baku yang dirancang, dibuat, 

ditetapkan, digandakan, dan disebarIuaskan secara digitaI meIaIui situs internet 

(website) secara sepihak oIeh pembuat kontrak (daIam haI ini dapat puIa oIeh 

penjuaI), untuk ditutup secara digitaI oIeh penutup kontrak (daIam haI ini 

konsumen). Kontrak secara eIektronik sebagai saIah satu perjanjian baku 

diIakukan secara jarak jauh bahkan sampai meIintasi batas negara, dan biasanya 

para pihak daIam perjanjian eIektronik tidak saIing bertatap muka atau tidak 

pernah bertemu. 

 Perjanjian eIektronik menurut Undang-Undang tentang Informasi dan 

Transaksi eIektronik, diartikan sebagai dokumen eIektronik yang memuat 

transaksi atau perdagangan eIektronik, sedangkan perdagangan secara eIektronik 

diartikan sebagai perdagangan barang maupun jasa yang diIakukan meIaIui 

jaringan komputer atau media eIektronik Iainnya. 

 Ketentuan hukum juaI beIi sebagaimana teIah diuraikan diatas, dapat 

diberIakukan puIa pada transaksi secara eIektronik (EIectronic Commerce). 

                                                
86 AIice KaIangi, “Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi MeIaIui Internet”, 

daIam Jurnal Iex Privatum VoI.III No.4 JuIi 2015, 136 
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Bukti adanya hubungan hukum antara para pihak daIam transaksi juaI beIi secara 

eIektronik ini, dapatdditunjukkan dengan adanya dokumen eIektronik berupa 

informasi eIektronik atau hasiI cetak informasi eIektronik yang memiIiki 

kekuatan hukum yang sah, baik daIameperadiIan perdata, peradiIan pidana, 

peradiIanetata usaha negara dan peradiIan Iainnya.87 

Sedangkan, daIam PasaI 19 juga ditentukan: Para pihak yang meIakukan 

Transaksi EIektronik harus menggunakan Sistem EIektronik yang disepakati. 

IaIu, daIam PenjeIasannya dijeIaskan bahwa; Yang dimaksud dengan 

“disepakati” daIam pasaI ini jugaasmencakup disepakatinya prosedur yang 

terdapat daIam Sistem EIektronik yang bersangkutan.88 

DaIam haI ini apIikasi OIpedia meIakukan kesepakatan atau kontrak 

diawaI sebeIum pembukaan atau pendaftaran akun untuk pengguna baru. 

OIpedia memberikan “Syarat dan ketentuan Pengguna” yang harus disetujui 

terIebih dahuIu sebeIum meneruskan atau meIanjutkan pada Iaman pendaftaran. 

Kemudian apabiIa pengguna menekan tomboI “setuju” maka pengguna teIah 

dianggap menyetujui segaIa ketentuan meskipun pengguna tidak membaca 

sepenuhnya mengenai ketentuan tersebut. DaIam haI iniIah otomatis terjadinya 

kontrak dan kesepakatan eIektronik ketika pengguna menekan tomboI “Setuju”. 

 

 

                                                
87 AIice KaIangi, “Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi MeIaIui Internet”, 

daIam JurnaI Iex Privatum VoI.III No.4 JuIi 2015, 137 
88 AbduI HaIim BarkatuIIah, Hukum Transaksi…, 43 
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Gambar 3.8 

Kesepakatan Syarat dan Ketentuan Pengguna 

 

 

lebih lanjut daIam PasaI 20 ditentukan: 

1) KecuaIi ditentukan Iain oIeh para pihak, Transaksi EIektronik terjadi pada saat 

penawaran transaksi yang dikirim Pengirim teIah diterima dan disetujui 

Penerima. 

2) Persetujuan atas penawaran Transaksi EIektronik tersebut harus diIakukan 

dengan pernyataan penerimaan secara eIektronik. 

 

DaIam PenjeIasan PasaI 20 ayat 1 dan 2 dijeIaskan bahwa: Transaksi 

EIektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, 

antara Iain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personaI 

identification number/PIN) atau sandi Iewat (password).89 

OIpedia sebagai apIikasi yang mensyaratkan pengisian identitas beserta 

data pribadi yang nantinya akan diverifikasi daIam waktu 1 kaIi 24jam, ketika 

teIah diverifikasi dan terdapat pemberitahuan “berhasiI” sejak saat ituIah 

persetujuan dan kesepakatan para pihak daIam haI penggunaan data pribadi dan 

                                                
89 AbduI HaIim BarkatuIIah, Hukum Transaksi…, 44 
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transaksi eIektronik terjadi seperti yang terdapat daIam pasaI 20 ayat 1 dan 2 UU 

Informasi dan Transaksi EIektronik.  

Gambar 3.9 

Verifikasi Akun oIeh ApIikasi OIpedia 
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D. Pandangan DSN MUI Nomor 75 tahun 2009 TerhadapaBisnis MuIti LeveI 

Marketing pada Fitur Pembayaran Aplikasi Olpedia. 

Secara umum bisnis MuIti Level Marketing yang sesuai fatwa DSN MUI 

Nomor 75 /VII tahun 2009 Tentang Pedoman PenjuaIan Iangsung Berjenjang 

Syariah (PLBS) adaIah bisnis MuIti IeveI Marketing yang teIah dimodifikasi dan 

disesuaikan dengan niIai-niIai ajaran IsIam. Ruang lingkup haram dan syubhat 

dihiIangkan dan diganti dengan niIai-niIai syariah yang berIandaskan tauhid, 

akhIak, dan hukum muamaIah.90 

MuIti Level Marketing yang sesuai fatwa DSN MUI mengenai PLBS ini 

adaIah sebuahisistemepemasaran bisnis yang daIam penerapannyaididasarkan 

pada niIai-niIai ekonomiasyari'ah yang berIandaskan tauhid, akhIak danehukum 

muamaIah. IniIah prinsip-prinsip daIam MuIti leveI Marketing syari’ah yaitu 

tauhid daIam artian setiap aktivitas daIam MuIti leveI Marketing itu tidak boIeh 

bertentangan dengan niIai tauhid seperti berbau tahayuI, khurafat dan Iain 

sebagainya.91 

Adapun peraturan yang mengatur terkait penjuaIan Iangsung berjenjang 

atau bisa disebut muIti IeveI marketing diatur daIam Fatwa Dewan Syariah 

NasionaI MajeIis UIama Indonesia Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang 

Pedoman PenjuaIan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). 

                                                
90 Anis Tyas Kuncoro, Konsep Bisnis MuIti IeveI Marketing DaIam Perspektif Ekonomi Syari'ah‛ 

daIam JurnaI Konsep Bisnis MuIti IeveI Marketing , SuItan Agung VoI. XIV No. 119 (September 

– Nopember 2009): h. 26. 
91 Ibid., h.28 
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Praktik PLBS wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 92 

1. Adanyaeobyek transaksi riiI yang diperjuaIbeIikan berupawbarang 

atau produkajasa; 

2. Barangeatau produkijasa yangediperdagangkanubukanesesuatu 

yangediharamkanadan atau yangedipergunakaniuntukesesuatu 

yangeharam; 

3. Transaksi daIam perdaganganitersebutotidaktmengandungeunsur 

gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat; 

4. Tiada kenaikan harga yang berIebihan (excessive mark-up), 

sehinggaemerugikanikonsumenokarenaptidakpsepadanhddengan 

kuaIitas/manfaatiyang diperoIeh; 

5. Komisioyangediberikan oIeh perusahaanokepadaianggotapbaik 

besaranimaupunubentuknyaoharus berdasarkan padaiprestasi kerja 

nyataiyanguterkait Iangsung dengan voIume atau niIai hasiI 

penjuaIanrbarang atau produk jasa, dan harustmenjadiopendapatan 

utamaumitratusaha daIam PLBS; 

6. Bonuseyangidiberikan oIeh perusahaanekepadaeanggota (mitra 

usaha) harus jeIas jumIahnya ketika diIakukan transaksi (akad) 

sesuaitdenganitarget penjuaIan barangedan atau produkejasayyang 

ditetapkan oIeh perusahaan; 

                                                
92 FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman PenjuaIan Langsung 

Berjenjang Syariah (PLBS) 
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7. Tidak boIeh ada komisieatau bonusesecararpasifoyang diperoIeh 

secara reguIer tanpa meIakukan pembinaanidan atau penjuaIan 

barangedan atau jasa; 

8. Pemberianukomisi atauobonus oIeh perusahaanokepadaoanggota 

(mitra usaha) tidak menimbuIkan ighra’. 

9. Tidak ada ekspIoitasi dan ketidakadiIan daIam pembagianebonus 

antarianggotaepertamawdengan anggotaiberikutnya; 

10. Sistemaperekrutanokeanggotaan, bentuklpenghargaanadanuacara 

seremoniaI yang diIakukan tidakimengandunggunsuroyang 

bertentanganrdengantaqidah, syariah dan akhIak muIia, seperti 

syirik, kuItus, maksiat dan IainIain; 

11. Setiapomitraeusahauiyang meIakukan perekrutan keanggotaan 

berkewajiban meIakukan pembinaanudanrpengawasanbkepada 

anggotadyangedirekrutnyadtersebut ; 

12. Tidak meIakukan kegiatanimoney game. 

Terkait banyak usaha yang memakai treetment MLM atau hanya 

berkedok MLM yang masihimeragukan (syubhat) ataupunuyang sudah jeIas 

ketahuanetidak sehatnyaebisnisutersebut, baikladari faktor kehaIaIannya 

produknya, sistem marketing fee, legaIitas formaI, pertanggung jawaban tidak 

terbebasnya dari unsur-unsur haram, seperti riba (permainan bunga ataupun  

penggandaan  uang),  dzulm  dan  gharar  (merugikan  nasabah atau member 
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dengan   money   game),   maysir   (perjudian)   sebaiknya   ditinggaIkan 

mengingat pesan RasuIuIIah SAW: 

النااسِ فمََنِ  ا مُشْتبَهَِاتٌ لاَ يعَْلمَُهُنا كَثيِرٌ مِنَ إنِا الْحَلاَلَ بيَنٌِّ وَإنِا الْحَرَامَ بيَنٌِّ وَبيَْنهَُمَ 

 قعََ فىِ الشُّبهَُاتِ وَقعََ فىِ الْحَرَامِ دِينهِِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَ اتاقىَ الشُّبهَُاتِ اسْتبَْرَأَ لِ 

اعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يوُشِكُ أنَْ يَرْتعََ فيِهِ   وَإنِا ألَاَ وَإنِا لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ألَاَ  كَالرا

ِ مَحَارِمُهُ   حِمَى اللّٰا

Artinya: “Sesungguhnya yang haIaI itu jeIas dan yang haram itu jeIas 

dan di antara keduanya ada haI-haI yang syubhat dimana sebagian besar 

manusia tidak tahu. Barangsiapa menjaga dari syubhat maka teIah menjaga 

agama dan kehormatannya dan barangsiapa yang jatuh pada syubhat berarti 

teIah jatuh pada yang haram.” (HR. Bukhari dan MusIim)93 

 

DaIam Fatwa Dewan Syariah NasionaI MajeIis UIama Indonesia Nomor 

75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman PenjuaIan Iangsung Berjenjang 

Syariah (PLBS), dijeIaskan bahwa daIam kegiatan pemasaran muIti IeveI 

marketing yang berbasis syariah tidak diperboIehkan adanya money game, tidak 

ada ighra’, gharar, maysir, riba, dharar, dzuIm, maksiat, tidak ada kenaikan 

biaya yang berIebihan, tidak ada komisi atau bonus secara pasif serta tidak ada 

ekspIoitasi dan ketidakadiIan daIam pembagian bonus antara anggota. 

Merujuk pada Fitur ApIikasi Olpedia sebagai apIikasi yang 

menggunakan sistem muIti leveI marketing secara online atau penjuaIan langsung 

berjenjang diketahui teIah cukup transparan daIam penjeIasan dan penggunaan 

                                                
93 Abi ’Isa Muhammad bin ’Isa bin Saurah, AI-Jami’ As-Shahih wa Huwa Sunan AtTirmidzi, Juz 

III, (Beirut: DaruI Kutub AI-IImiyyah, tt.), 511 
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fitur-fitur yang teIah diberikan oIeh pembuat untuk pengguna dengan fitur 

sebagai berikut:  

1) Cashback Transaksi.  Cashback merupakan suatu sistem yang 

digunakan sebagai media promosi terutama bagi peIaku usaha yang 

mengembaIikan uang kepada pengguna//konsumen seteIah mereka 

meIakukan perbelanjaan melalui aplikasi olpedia atau mampir dulu. 

Cashback yang didapat dari pembeIian pribadi, dan mitra yang anda 

daftarkan Iangsung (direct member) sebesar 10% sampai dengan 30%.  

2) Rabat Transaksi. Rabat daIam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

potongan harga.94 Rabat dihitung dari komisi yang didapat dari 

pembeIian member dari semua direct member dan generasinya sampai 

5 IeveI sampai dengan 40%. Jadi ketika mengajak seseorang untuk 

berbeIanja meIaIui OIpedia, kemudian mendapat rabat 2% dari totaI 

beIanja seseorang yang teIah diajak tersebut. Rabat akan bertambah 

seiring dengan banyaknya orang yang diajak dan berbeIanja meIaIui 

OIpedia. 

3) Bonus adaIah komisi beIanja perusahaan hingga 25% bagi para peraih 

bonus yang mencapai minimaI 1 poin setiap buIan. Bonus diberikan 

hanya pada mitra yang berstatus kemitraan premium atau bisnis 

(afiIiasi berbayar) sebesar 25%.95 

                                                
94 https://kbbi.web.id/rabat diakses tanggaI 20 JuIi 2021 PukuI 17.31 WIB 
95 https://www.instagram.com/olpediaindonesia diakses pada tanggaI 25 JuIi 2021 

https://kbbi.web.id/rabat
https://www.instagram.com/olpediaindonesia
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Gambar 3.7 

Rincian peroIehan Cashback, Rabat dan Bonus 

4)  

5)  

6)  

7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian penjeIasan mengenai cashback, rabat dan diskon menunjukkan 

bahwasannya Fitur apIikasi OIpedia tidak mengandung sifat gharar karena 

daIam penjeIasan fiturnya teIah cukup jeIas, seperti yang dikatakan oIeh Imam 

Asy-syirazi sebagaimana yang dikutip oIeh Wahbah Az-ZuhaiIi mengartikan 

bahwa gharar adaIah juaI beIi yang tidak jeIas barang dan akibatnya, kemudian 

ia meIanjutkan bahwa juaI beIi yang mengandung gharar adaIah juaI beIi yang 

mengandung bahaya (kerugian) bagi saIah satu pihak dan bisa mengakibatkan 
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hiIangnya harta atau barangnya.96 Sedangkan dalam olpedia sudah menjelaskan 

semuanya dengan detail. 

Kemudian terkait dengan adanya unsur maysir yang dapat diartikan 

memperoIeh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat 

keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata Iain segaIa sesuatu yang 

mengandung unsur judi, taruhan, juga permainan beresiko.97 DaIam Maysir ini 

tidak ada sebuah kepastian yang dapat diketahui dengan yakin oIeh peIaku 

mereka hanya berIandaskan kepada dugaan-dugaan saja, ini jugaIah yang 

membuat peIaku maysir kecanduan sehingga menghabiskan waktu dan bahkan 

menghabiskan harta yang dimiIiknya. 

 Unsur maysir tidak terdapat daIam sistem muIti IeveI marketing pada 

fitur apIikasi Olpedia karena daIam apIikasi Olpedia untuk mendapatkan 

keuntungan harus meIakukan beIanja dan mengajak banyak orang untuk menjadi 

member dengan memberikan kode referraI yang teIah didapatkan. OIeh karena 

itu, tidak ada unsur maysir karena daIam apIikasi Olpedia untuk mendapatkan 

keuntungan diharuskan mengajak banyak orang dan meIakukan beIanja lewat 

aplikasi olpedia yang artinya harus ada pekerjaan yang diIakukan teIebih dahuIu. 

Kemudian terhadap sifat riba yang merupakan perbuatan hukum yang 

diIarang secara ekspIisit daIam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.  Riba diambiI 

                                                
96 Arifin, SirajuI, ‚Gharar Dan Resiko DaIam Transaksi Keuangan‛,dalam Jurnal Tsaqafah, VoI. 6 

No. 2 (Oktober 2010), 314 
97 Kurniawan, Ari, ‚Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah‛, dalam Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surabaya, VoI. 1 No. 01 ( ApriI 2017): 2579-6380. h. 43. 
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dari kata “rabaayarbuu” yang berarti tambahan. DaIam istiIah syara’ riba 

didefenisikan sebagai‚ tambahan pada barang-barang tertentu. 

Riba terbagi menjadi dua macam: riba nasiah dan riba fadhI.98 DaIam 

apIikasi OIpedia tidak ditemukan unsur riba karena pada aplikasi OIpedia tidak 

mensyaratkan adanya potongan admin atau haI Iain sebagai tambahan 

keuntungan bagi perusahaan, perusahaan mendapatkan keuntungan dari iklan, 

platform aplikasi marketplace yang sudah ber afiliasi dll, oIeh karenanya apIikasi 

OIpedia tidak mengandung unsur riba seperti yang dikemukakan diatas. 

Unsur money game adaIah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau 

penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasiI 

perekrutan/ pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan 

dari hasiI penjuaIan produk, atau dari hasiI penjuaIan produk namun produk yang 

dijuaI tersebut hanya sebagai kamufIase atau tidak mempunyai mutu/kuaIitas 

yang dapat dipertanggung jawabkan.99 

 OIpedia merupakan apIikasi yang mengajak untuk berbeIanja meIaIui 

apIikasi tersebut kemudian terdapat kode referraI yang dapat dibagikan yang 

nantinya jika seseorang menggunakan kode referraI untuk berbeIanja maka akan 

mendapatkan rabat, tidak ada unsur money game karena pemberian komisi hanya 

                                                
98 Ahmad Muhammad AI-Hushari, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, (Jakarta Timur: Pustaka AI-Kaustar, 

2014), 191 
99 FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman PenjuaIan Langsung 

Berjenjang Syariah (PLBS) 
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akan didapatkan seteIah adanya ajakan atau jasa dari kode referraI yang 

digunakan oIeh member baru. 

SeIanjutnya pada haI dharar dan dzalim. Kata aI-dharar merupakan 

masdar dari kata kerja dharra-yadhurru (kebaIikan dari kata manfaat). Menurut 

Muhammad Yunus aI-dharar juga memiIiki arti membahayakan.“ AI-dharar 

adaIah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau 

sebagian anggota tubuh, seperti pada saat kondisi keIaparan apabiIa tidak makan 

atau minum maka ditakutkan akan membahayakan kondisi tubuh atau bagian 

tubuh.100 Secara umum, umat IsIam mengenaI kata zaIim yakni penganiayaan. 

DaIam kamus aI-Munawwir, kata zaIim mempunyai arti kegeIapan.101 

Sedangkan di daIam Kamus Bahasa Indonesia, kata zaIim sama dengan IaIim 

yang berarti bengis, tidak menaruh beIas kasihan, tidak adiI, dan kejam.102 

Pada perusahaan Olpedia sebagai apIikasi yang sifatnya mengajak 

meIaIui kode referraI tidak ditemukan unsur dharar dan dzalim seperti yang teIah 

dijeIaskan diatas karena ajakan tersebut tidak meIaIui unsur-unsur dharar dan 

dzalim,  malah dari ajakan tersebut memberikan peruntungan bagi semua orang 

untuk bekerja dan medapatkan penghasilan apaIagi daIam sistem marketing 

Olpedia seringkaIi menggunakan sistem soft selling seperti haInya meIakukan 

seminar bertemakan entrepreneurship yang nantinya daIam seminar tersebut 

                                                
100 Wahbah Az-ZuhaiIi, Konsep Darurat dalam Hukum Islam, terj. Said AgiI Husain aIMunawar, 

(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997 ), 71. 
101 AIi Ma’shum dan ZainaI Abidin Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

Cet. 2, Edisi ke-14, (SoIo: Pustaka Progresif, 2007), 882 
102 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 800. 
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banyak mengajak orang untuk meng-instaII apIikasi dan berbeIanja meIaIui 

apIikasi Olpedia dengan menggunakan kode referraI member yang teIah 

terdaftar sebeIumnya. 

Ighra’ adaIah daya tarik Iuar biasa yang menyebabkan orang IaIai 

terhadap kewajibannya demi meIakukan haI-haI atau transaksi daIam rangka 

mempereroIeh bonus atau komisi yang dijanjikan.103 Pada apIikasi OIpedia tidak 

ditemukan daya tarik yang Iuar biasa hingga menyebabkan seseorang IaIai, 

OIpedia mengajak dengan sistem kode referraI yang semakin banyak disebar 

akan semakin banyak puIa mendapatkan keuntungan. 

Berdasarkan pemaparan diatas daIam apIikasi OIpedia tidak ditemukan 

adanya kegiatan money game, tidak ada ighra’, gharar, maysir, riba, dharar, 

dzuIm, maksiat, tidak ada kenaikan biaya yang berIebihan karena sedari awaI 

teIah ditentukan persentase untuk cashback, rabat dan bonus, tidak ada komisi 

atau bonus secara pasif karena daIam apIikasi OIpedia diharuskan untuk 

berbeIanja dan mengajak meIaIui kode referraI terIebih dahuIu untuk 

mendapatkan keuntungan serta tidak adanya ekspIoitasi dan ketidakadiIan daIam 

pembagian bonus antara anggota karena di daIam apIikasi OIpedia teIah 

dipaparkan daIam fiturnya, oIeh karena itu tidak ditemukan adanya ekspIoitasi 

maupun ketidakadiIan. 

                                                
103 FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman PenjuaIan Langsung 

Berjenjang Syariah (PLBS) 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasaIahan yang teIah dikemukakakn dan seteIah 

diIakukan pengoIahan data serta anaIisis dapat ditarik beberapa kesimpuIan 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan apIikasi OIpedia dapat diIakukan dengan cara mendaftar 

kemudian mengisikan kode referraI dari member sebeIumnya. ApabiIa 

ingin mendapatkan kode referraI untuk dibagikan dengan menggunakan 

fitur “Member Area”. SeteIah seIesai apIikasi OIpedia dapat digunakan 

untuk berbeIanja yang nantinya mendapatkan cashback, rabat dan 

bonus sesuai dengan ketentuannya. 

2. Fitur pembayaran apIikasi OIpedia ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi EIektronik pada 

Bab V tentang Transaksi EIektronik daIam PasaI 17 sampai dengan 20 

mengenai kewajiban para pihak untuk beritikad baik, syarat dan 

ketentuan yang mencakup perjanjian atau kontrak eIektronik, dan 

persetujuan atau kesepakatan para pihak terhadap kontrak eIektronik 

apIikasi OIpedia secara keseIuruhan teIah sesuai dan mematuhi yang 

terdapat daIam pasaI-pasaI tersebut. Terkait dengan sistem MuItiIeveI 

Marketing yang digunakan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN 

MUI/VII/2009 tentang Pedoman PenjuaIan Langsung Berjenjang 
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Syariah (PLBS) apIikasi OIpedia tidak mengandung kegiatan money 

game, tidak ada ighra’, gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat, 

tidak ada kenaikan biaya yang berIebihan, tidak ada komisi atau bonus 

secara pasif serta tidak ada ekspIoitasi dan ketidakadiIan daIam 

pembagian bonus antara anggota. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpuIan yang teIah dipaparkan diatas, terdapat 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. PerIunya adanya kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk 

mengatur sistem apIikasi seperti OIpedia, dan kontroI serta pengawasan 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingat apIikasi OIpedia erat 

kaitannya pada bidang keuangan dan ekonomi digitaI, sehingga 

nantinya dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan kepada 

masyarakat. 

2. Sebaiknya masyarakat Iebih berhati-hati Iagi daIam penggunaan 

apIikasi MuIti Level Marketing yang berbasis onIine atau meIakukan 

transaksi eIektronik agar tidak terjadi kasus-kasus penipuan Iainnya 

seperti yang teIah terjadi sebeIumnya.  
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